M <OTA BOGOR §

KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH KOTA BOGOR
NOMOR : 700.45-20A TAHUN 2022 -
TENTANG ‘
PETUNJUK PELAKSANAAN EVALUASI
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(AKIP) DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT DAERAH
KOTA BOGOR

A L € Bk KTTTA A |
N wsrextoRaT oaEran §
; ] L mpt rv Wy Amn i

- ——




PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR

INSPEKTORAT DAERAH
Jalan Raya Pajajaran Nomor 5 Kota Bogor 16143
Telepon (0251) 8313274 / Faksimile (0251) 8373229
Situs Web: inspektorat. kotabogor go.id

KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH KOTA BOGOR
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN EVALUAS] AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (AKIP)
D1
LINGKUNGAN INSPEKTORAT DAERAH KOTA BOGOR
NOMOR : 700.45-20a TAHUN 2022

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 5 ayat 4
peraturan Wali Kota Bogor Nomor 189 tahun 2021
tentang Pedoman Umum Pengawasan Intern Atas
Pengawasan Pemerintan Daerah Kota Bogor, perlu
menetapkan Keputusan Inspektur Daerah Kota Bogor
tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas
Kinerja Pemerintah

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan  Dacrah-Daerah  Kota  dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4
Tahun 1968 tentang Pembentukan Kota Bogor dan
Kota Subang dengan mengubah Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kota Dalam Lingkungan Provinsi
Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indoensia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan dan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Pertimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4436);
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003
tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 14);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006
tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006
tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomaor 4663);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008
Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4890);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
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Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik [ndonesia Tahun 2014
Nomor 80);

Peraturan Menteri Pandayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun
2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kineria
dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (Berita MNegara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 1842);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun
2021 Tentang Pembentukan Dan Susunan
Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah
Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 3|

Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 189 tahun 2021
tentang Pedoman Umum Pengawasan Intern Atas
Pengawasan Pemerintah Daerah Kota Bogor

MEMUTUSKAN :

Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (AKIP) sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Keputusan ini.

(1) Pelaksanaan Evaluasi AKIP secara umum bertujuan
untuk mengetahui sejauh mana AKIP dilaksanakan
dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja
yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada
Instansi Pemerintah.

(2) Pelaksanaan Evaluasi AKIP secara khusus bertujuan
untuk :

a. Memperoleh informasi mengenai implementasi
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SAKIP,
b. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
¢. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;

d. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan
AKIP: dan

e. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi
periode sebelumnya.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,

Bogor, 15.JULI 2022

|II.

"‘.-\.I"'.%

Pembina Ufan “IV/c
NIP-19700715 199009 1 002



LAMPIRAN : KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH KOTA BOGOR

BOGOR
NOMOR : 700.45-20a TAHUN 2022
TANGGAL ¢ 15 JULI 2022
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN EVALUAS] AKUNTABILITAS

KINERJA INSTANS] PEMERINTAH (AKIF)

BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Evaluasi AKIP

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang

dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan
pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, meningkatnya kualitas
pelayanan publik kepada masyarakat, dan meningkatnya kapasitas dan
akuntabilitas kinerja birokrasi. Penguatan akuntabilitas ini dilaksanakan
dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014,
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
Merupakan rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur
vang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan
data, pengklasifikasian, pengiktisaran dan pelaporan kinerja pada Instansi
Pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja
Instansi Pemerintah.

Untuk mengetahui sejauhmana Implementasi SAKIP dilaksanakan,
serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran
dan berorientasi hasil, maka periu dilakulan Evaluasi AKIP atau Evaluasi
atas Implementasi SAKIP. Evaluasi AKIP ini diharapkan dapat mendorong
setiap Instansi Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah
Daerah untuk berkomitmen dan secra konsisten meningkatkan
Implementasi SAKIP dalam mewujudkan Capaian Kinerja (hasil) yang telah
direncanakan.

Pelaksanaan Evaluasi AKIP harus dilakukan dengan sebaik-baiknya.



Untuk itu, diperlukan suatu Pedoman Evaluasi AKIP vang dapat dijadikan
panduan bagi para Evaluator. Pedoman ini disusun dengan maksud untuk
memberikan petunjuk umum dalam rangka Evaluasi AKIP, yang berisi
tentang Metode Evaluasi, Mekanisme Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan

Hasil Evaluasi.
Pada setiap penugasan Evaluasi AKIP atas Implementasi SAKIP perlu

dirancang desain evaluasi tersendiri berupa petunjuk teknis pelaksanaan
evaluasi untuk memenuhi tujuan Evaluasi AKIP yang ditetapkan sesuai

dengan kondisi pada saat pelaksanaan evaluasi.

Kerangka Logis Evaluasi AKIP

Evaluasi AKIP diawali dengan perumusan tujuan evaluasi, kemudian
dilanjutkan dengan penentuan ruang lingkup evaluasi, perencanaan desain
evaluasi, menentukan mekanisme pelaksanaan evaluasi, diakhiri dengan
pelaporan dan pengomunikasian hasil evaluasi. Kerangka logis Evaluasi
AKIP secara umum dapat digambarkan sebagai berikut.

‘ PERUMUSAN TUJUAN EVALUASI ‘

I‘I:HEH'IUAH RUANG LINGKLUF EVALUASE

| PERANCAMNGAN DESAIN EVALUAST i

HEILINEME PELAKSANAAN EVALUAS]

_...'-

r FELAPRAN DAN PENGOMUNIKASIAN HASIL EVALUASI
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Tujuan Evaluasi AKIP

Secara umum tujuan evaluasi AKIP adalah untuk mengetahui
sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk
mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran
dan berorientasi hasil, sehingga diharapkan dapat mendorong
setiap instansi pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun
Pemerintah Daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten
mewujudkan capaian kinerja (hasil) yvang telah direncanakan
melalui implementasi SAKIP.

Tujuan evaluasi AKIP secara khusus dapat ditentukan setiap
tahun sesuai dengan kebijakan atas implementasi SAKIP vang
ditetapkan. Tujuan dan Sasaran evaluasi sangat bergantung
pada para pihak pengguna hasil evaluasi dan kebijakan
pimpinan Perangkat Daerah/unit kerja yvang diberi wewenang
untuk melakukan evaluasi, dengan mempertimbangkan berbagai
kendala yang ada. Tujuan khusus dilakukannya evaluasi AKIP
setiap tahunnya adalah minimal untuk :

1. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;

2. Menilai tingkat implementasi SAKIP;

3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;

4. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan
implementasi SAKIP; dan

5. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode

sebelumnya.

Ruang Lingkup Evaluasi AKIP

Evaluasi AKIP dilaksanakan oleh Ewvaluator kepada seluruh
Perangkat Daerah.

Evaluasi AKIP meliputi kegiatan evaluasi terhadap
implementasi SAKIP mulai dari perencanaan kinerja baik
perencanaan kinerja jangka panjang, perencanaan kinerja jangka

menengah, dan perencanaan kinerja jangka pendek. Termasuk



penerapan anggaran berbasis kinerja, pengukuran kinerja, dan
monitoring pengelolaan data kinerja, sampai pada pelaporan hasil
kinerja, serta evaluasi atas pencapaian kinerja.

Dalam penerapannya, ruang linglkup evaluasi AKIP mencakup,

antara lain:

1. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yvang selaras yang akan
dicapai untuk mewujudkan hasil yvang berkesinambungan;

2. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan
yvang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi

dalam mencapai kinerja;

3. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas
atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja
serta upaya perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan
dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam
mencapai kinerja berikutnya;

4. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang
memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan
implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja;
dan

5. Penilaian capaian kinerja atas output maupun outcome serta
kinerja lainnya.
Evaluasi AKIP dapat dilaksanakan sctap tahun sesuai dengan
kebutuhan penilaian nasional terhadap implementasi SAKIP.
Pertimbangan utama dalam menentukan ruang lingkup evaluasi AKIP
adalah kemudahan dalam pelaksanaan dan dukungan sumber daya
vang tersedia. Pertimbangan ini merupakan konsekuensi logis karena
adanya keterbatasan sumber daya sehingga ruang lingkup dapat

disesuaikan.



BAB Il
PERANCANGAN DESAIN EVALUASI AKIP

Informasi pertanggungjawaban kinerja yang diungkapkan dalam
dokumen laporan kinerja bukanlah merupakan satu-satunya
informasi yvang digunakan dalam evaluasi AKIP. Perencanaan kinerja
perlu menjadi perhatian utama dalam evauasi AKIP diantaranya
dengan melihat perubahan yang lebih baik dalam perencanaan kinerja
berdasarkan hasil kinerja sebelumnya. Informasi terkait kinerja
lainnya dapat digunakan dalam analisis evaluasi AKIP, juga termasuk
berbagai hal yang dapat dihimpun guna mengukur keberhasilan
ataupun keungpgulan instansi. Cakupan informasi jika dilihat dari
kepentingan pihak-pihak pengguna informasi hasil evaluasi, antara
lain :

1, Informasi untuk mengetahui tingkat kemajuan / perkembangan

(progress);

2. Informasi untuk membantu agar tetap berada pada alurnya

(efektif); dan
3. Informasi untuk meningkatkan efisiensi.

Kendala-kendala dalam melaksanakan evaluasi AKIP antara lain
sempitnya waktu, terbatasnya anggaran, minimnya orang / aparatur
yvang kompeten, jauhnya lokasi dan kurangnya fasilitas pendukung
pelaksanaan evaluasi. Sesuai dengan perkembangan jaman, salah
satu cara mudah mengatasi hal-hal tersebut adalah dengan
membangun sistern aplikasi evaluasi AKIP berbasis web. Namun
persiapan yang matang sebelum melaksanakan evaluasi merupakan
salah satu strategi/upaya yvang harus dilakukan untuk menjaga
kualitas evaluasi, wyaitu dengan menyusun desain evaluasi yang
optimal agarpelaksanaan evaluasi dapat berjalan dengan maksimal.

Desain evaluasi pada intinya mengidentifikasikan jenis informasi
vang perlu disesuaikan dengan tujuan evaluasi, misalnya: deskripsi,
pertimbangan profesional (judgement), dan interpretasi. Jenis

10



pembandingan yang akan dilakukan haras disesuaikan dengan jenis
penilaian  (penilaian kelayakan / progress, penilaian efektivitas, dan
evaluasi efisiensi)] yang masing- masing memerlukan jenis
pembandingan yang berbeda, sehingga memerlukan desain evaluasi
yvang berbeda.

Elemen-clemen dalam desain evaluasi vang harus
dipertimbangkan secara spesifik dalam pengumpulan informasai,
antara lain :

1. Jenis informasi;

2. Sumber informasi;

3. Metode pengumpulan informasi;

4. Waktu dan frekuensi pengumpulan informasi;

5. Pembandingan hasil analisis informasi dan analisis perencanaan

(dampalk atau hubungan sebab akibat);

6. Analisis perencanaan

Berdasarkan pertimbangan diatas, desain Evaluasi AKIP yvang
perlu dibentuk setidaknya memenuhi kebutuhan berikut:
A. Bumber Daya, Instrumen dan Alat Evaluasi AKIP
Pengorganisasian evaluasi AKIP bertujuan untuk
mempersiapkan kebutuhan sumber daya manusia (SDM)
evaluator, perencanaan evaluasi, pelaksanaan evaluasi dan
pengendalian evaluasi, pelaksanaan evaluasi dan pengendalian
evaluasi
1. Kebutuhan Sumber Daya Manusia Evaluator
Hal terpenting dalam evaluasi AKIP adalah ketersediaan SDM
yang memenuhi persyaratan sebagai evaluator sesual dengan
standar dan kode etik evaluator. Dengan semakin banyak SDM
yang memenuhi standar dan mematuhi kode etik, akan terbentuk
tim wyang berkualitas yang dapat menjadi pemicu utama
keberhasilan mewujudkan hasil evaluasi AKIP yang berkualitas.
Susunan Tim Evaluasi minimal terdiri atas:

a. Penangpung Jawab;
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b. Wakil Penanggung Jawab;

c. Pengendali Teknis / Superuvisor;
d. Ketua Tim; dan

e. Anggota Tim.

2. Perencanaan Evaluasi AKIP
Perencanaan evaluasi AKIP merupakan kunci penting dalam

keberhasilan pelaksanaan evaluasi, karena memberikan kerangka kerja
(framework) bagi seluruh tingkatan manajemen evaluasi dalam
melaksanakan proses evaluasi. Secara garis besar, terdapat beberapa hal
penting yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan evaluasi AKIP,
yaitu :

a. Identifikasi penggunaan hasil evaluasi yang penting;

b. Pemilihan pertanyaan evaluasi yang penting;

c. ldentifikasi informasi yang akan dihasilkan; dan

d. Identifikasi sistem komunikasi dengan pihak yang
terkait.

Berdasarkan perencanaan evaluasi, evaluasi AKIP yang
dilakukan oleh evaluator di Lingkungan Inspektorat Daerah Kota
Bandung adalah melalui Evaluasi Mendalam (in depth evaluation
atau disebut “Evaluasi” saja).

Evaluasi ini merupakan pendalaman dari evaluasi sederhana
dan evaluasi terbatas yang ditambah dengan pengujian dan
pembuktian di lapangan, baik dari praktik nyata atas
implementasi SAKIP maupun kombinasi dengan hasil wawancara
mendalam. Evaluasi AKIP atau evaluasi atas implementasi SAKIP
secara mendalam tidak harus dilakukan terhadap seluruh
elemen, unit, atau pun kebijakan, program, dan kegiatan pada
perangkat daerah. Evaluasi dapat dilakukan dengan pengujian
dan pembuktian secara lebih mendalam terhadap uji petk
(sampling) atau pernillhan beberapa elemen, unit, atau pun
kebijakan, program, dan kegiatan.
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B. Metode Dan Teknik Evaluasi AKIP

1.

Metodologi Evaluasi AKIP

Metodologi yang dapat digunakan dalam evaluasi atas
akuntabilitas Kinerja adalah kombinasi dari metodologi kualitatil dan
kuantitatif dengan mempertimbangkan segi kepraktisan dan kegunaan
(kemanfaatan) karena akan disesuaikan dengan tujuan evaluasi yang
telah ditetapkan dan mempertimbangkan kendala yang ada. Dalam hal
ini, evaluator perlu menjelaskan tujuan evaluasi atas akuntabilitas
Kinerja, aktivitas evaluasi yang akan dilakukan, serta kendala yang
akan ditemukan dalam evaluasi kepada pihak yang dievaluasi. Langkah
pragmatis ini diambil agar dapat lebih cepat memberikan petunjuk
untuk perbaikan implementasi sistem akuntabilitas Kinerja sehingga
dapat menghasilkan rekomendasi hasil evaluasi yang meningkatkan
akuntabilitas Kinerja.

Teknik Evaluasi AKIP

Berbagai teknik evaluasi yang dapat digunakan secara umum
untuk memenuhi tujuan evaluasi, antara lain telaah sederhana, survei
sederhana, survei yang detail dan mendalam, verifikasi data, riset
terapan (applied research), survei target evaluasi (target group),
penggunaan metode statistik, penggunaan metode statistik
nonparametrik, pembandingan (benchmarking), analisis lintas bagian
(eross section analysis), analisis kronologis (time series analysis),
tabulasi, penyajian pengolahan data dengan grafik/ikon/simbolsimbol,
dan sebagainya.

Teknik evaluasi yvang akan digunakan oleh evaluator
dalam evaluasi AKIP akan bergantung pada:

a. Kedalaman evaluatan (Perangkat Daerah) dalam
memahami dan mengimplementasikan SAKIP;

b. Tingkatan tataran (context) yang dievaluasi dan bidang
(content) permasalahan yang dievaluasi. Evaluasi pada
tingkat kebijakan berbeda dengan evaluasi pada tingkat
pelaksanaan program. Begitu juga evaluasi terhadap
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pelaksanaan program berbeda pula dengan evaluasi
terhadap pelaksanaan kegiatan.
c. Validitas dan ketersediaan data yang mungkin diperoleh.

Beberapa teknik dalam evaluasi yang dapat

digunakan dalam pelaksanaan evaluasi AKIP, antara lain:

a. Cheklist Pengumpulan Data dan Informasi
Merupakan teknik pengumpulan data dan informasi
dengan menyerahkan serangkaian daftar kebutuhan data
dan informasi vang akan diisi dan dipenuhi oleh
Perangkat Daerah secara mandiri. Cheklist kebutuhan
data dan informasi berisi daftar dokumen, data,
dan/informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan
evaluasi AKIP Perangkat Daerah.

b. Komunikasi melalui Tanya Jawab Sederhana
Merupakan bentuk pengumpulan data dan informasi
yang dilakukan dengan pengajuan pertanyaan seccara
langsung kepada Perangkat Daerah (Evaluatan).
Jawaban vang diterima dari Perangkat Daerah
(Evaluatan) dicatat secara langsung. Komunikasi dapat
dilakukan dengan wawancara secara langsung, maupun
melalui media telekomunikasi yang tersedia, seperti
telepon, chat, ataupun digital meeting. Dalam hal ini,
sebaiknya disiapkan terlebih dahulu jadwal dan catatan
mengenai hal-hal atau materi yang akan ditanyakan.

c. Observasi
Merupakan teknik pengumpulan data dan informasi
dengan melakukan pengamatan terhadap suatu
aktivitas. Observasi di sini dimaksudkan dalam
pengertian sempit, yaitu observasi dengan menggunakan
alat indera seperti mengunjungi lokasi dalam rangka
mengamati proses dan jalannya aktivitas.
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d. Studi Dokumentasi
Merupakan teknik mengumpulan data dan informasi
yang tidak secara langsung ditujukan kepada atau
diperoleh dari Perangkat Daerah yang dievaluasi,
melainkan melalui sumber literasi lain seperti peraturan
perundangan dan media informasi baik cetak maupun
elektronik /digital.
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BAB Il
MEKANISME EVALUASI ATAS AKUNTABILITAS KINERJA

Mekanisme evaluasi AKIP dapat dikelompokan dalam beberapa
tahapan, antara lain pendokumentasian, analisis, dan interpretasi data
dan informasi yang diperlukan dalam evaluasi AKIP, pembahasan dan
penyusunan rancangan Laporan Hasil Evaluasi (LHE), reviu
rancangan LHE AKIP, serta pengendalian evaluasi AKIP, Seperti
gambar berikut :

Pendokumentasian
Data
Analisis Data
interprestasi Data - A o S Pemantauan Berkelaniutan

& L}

[ Reviu Rancangan LHE |- Pengendalian Evaluasi

1. Pendokumentasian, Analisis, dan Interpretasi Data
Aktivitas utama dalam pelaksanaan evaluasi adalah
pengumpulan dan analisis data serta menginterpretasikan
hasilnya melalui Lembar Kerja Evaluasi (LKE). Hal ini sesuai
dengan tujuan evaluasi yaitu untuk memberikan keyakinan
bahwa implementasi SAKIP wyang telah dilakukan oleh
Perangkat Daerah telah memadai, kemudian dapat diberikan

saran atau rekomendasi guna meningkatkan AKIP.

2. Pembahasan dan Penyusunan Rancangan Laporan Hasil
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3.

Evaluasi (LHE)

Sebelum rancangan LHE disusun, dilakukan
pembahasan oleh tim evaluator, termasuk pengendali teknis
(supervisor), wakil penanggung jawab dan penanggung jawab
atas informasi hasil evaluasi yvang diperoleh tim evaluator.
Rancangan LHE harusdisusun oleh ketua tim dan setidaknya
memuat:

a. Nilai/ Predikat Hasil Evaluasi

b. Kondisi

c. Rekomendasi

Meskipun sebelum penyusunan rancangan LHE telah
diadakan pertemuan pembahasan di internal tim evaluator,
dalam penerapannya perlu dilakukan pembahasan rancangan
LHE bersama-sama dengan tim yang lain.

Reviu Rancangan LHE AKIP

LHE disusun berdasarkan prinsip kehati-hatian dan
mengungkapkan hal-hal penting bagi perbaikan manajemen
kinerja perangkat daerah yang dievaluasi. Permasalahan atau
temuan sementara hasil evaluasi (tentative finding) dan saran
perbaikannya harus dapat diungkapkan secara jelas dan
dikomunikasikan kepada pihak perangkat daerah yang
dievaluasi untuk mendapatkan konfirmasi ataupun tanggapan
bahkan perbaikan secukupnya. Penulisan LHE harus
mengikuti kaidah-kaidah umum penulisan laporan yang baik,
antara lain penggunaan kalimat yang jelas dan bersifat
persuasif untuk perbaikan, tidak menggunakan ungkapan yang
ambigu sehingga membingungkan dalam proses penyimpulan
dan kompilasi data. Ewvaluator harus berhati-hati dalam
menginterpretasikan data hasil evaluasi, menyimpulkan, dan
menuangkannya dalam LHE.
Setelah rancangan LHE disusun ocleh ketua tim evaluasi,
dilakukan reviu draft LHE secara berjenjang oleh pengendali
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teknis dan wakil penanggung jawab untuk memastikan
objektivitas serta kesesuaian standar kualitas LHE, sebelum
akhirnya LHE ditandatangani oleh penanggung jawab evaluasi.
a. Finalisasi LHE AKIP

Penyusunan LHE merupakan tahap akhir dalam
pelaksanaan evaluasi. Finalisasi LHE ditandai dengan
penandatanganan LHE oleh penanggung jawab hasil
evaluasi AKIP, wvang dilakukan setelah adanya reviu
berjenjang.

b. Penyampaian dan Pengkomunikasian LHE AKIP

Penyampaian LHE sebaiknya dilakukan secara langsung
dengan mengomunikasikan hal-hal yang penting dan
mendesak sebagai hasil evaluasi AKIP yang telah
dilaksanakan. Penyampaian dan pengomunikasian LHE
secara langsung juga dapat memotret respon, tindakan, dan
antusiasme dari para pengambil keputusan pada instansi
pemerintah / unit kerja sebagai pengguna hasil evaluasi
dalam memperbaiki / meningkatkan implementasi SAKIP
dan mendoron peningkatan pencapaian Kinerja yang tepat
sasaran dan berorientasi hasil mewujudkan capaian kinerja
(hasil) yang telah direncanakan.

4. Pengendalian Evaluasi AKIP

Pengendalian evaluasi AKIP dimaksudkan untuk
menjaga agar evaluasi berjalan sesuai dengan rencana untuk
mencapai tujuan evaluasi. Aktivitas ini perlu dilakukan agar
proses evaluasi tetap terarah pada kesimpulan yang
bermanfaat, sesuai dengan target, tepat waktu, serta tepat
biaya.

Pengendalian evaluasi AKIP yang dapat dilakukan antara

lain:
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a. Melakukan pembahasan berkala internal tim evaluator;

b.Melakukan pembahasan berkala antara sesama tm
evaluator; dan

c. Melakukan pembahasan dengan pihak lain yang terlibat atau
berpengalaman lebih dalam evaluasi (tenaga ahli).

Pembahasan antar evaluator (anggota tim, ketua tim,
pengendali teknis / supervisor, wakil penanggung jawab
dan/atau penanggung jawab evaluasi) perlu dilakukan untuk
menjaga mutu hasil evaluasi, antara lain dengan cara sebagai
berikut:

a. Reviu tingkat 1 dilakukan di masing-masing internal tim
evaluasi.
b. Reviu tingkat 2 dilakukan dalam bentuk forum panel lintas

tim evaluasi, untuk menentukan standarisasi nilai dan

penetapan kategori hasil evaluasi.

Hal-hal yang berkaitan dengan pembentukan tim,
perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian evaluasi, seperti
mekanisme penerbitan surat tugas dan penerbitan laporan
hasil evaluasi tetap mengikuti kebijakan - kebijakan yang
berlaku.
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BAB IV
PELAKSANAAN DAN PENGISIAN
LEMBAR KERJA EVALUASI

Berdasarkan pada kebutuhan dalam pelaksanaan evaluasi AKIP,
pelaksanaan evaluasi AKIP dilakukan melalui dua tahapan yaitu yang pertama
adalah tahapan persiapan evaluasi atau yang bisa disebut dengan Pra Evaluasi
dan Pelaksanaan Evaluasi itu sendiri, seperti digambarkan sebagai berikut:

Pra Evaluasi AKIP sl Evaluasi AKIP

i A. Pra Evaluasi AKIP
1. Tujuan dan Manfaat Pra Evaluasi

Pra Evaluasi AKIP bertujuan untuk memperoleh gambaran awal
secara umum tentang perangkat dacrah yang akan dievaluasi.
Sedangkan manfaat pra evaluasi, antara lain :

a. Memberikan gambaran pemahaman dasar mengenai kinerja
utama atau peran dasar perangkat daerah yang akan dievaluasi;
b. Memberikan informasi tentang fokus prioritas yang menjadi

perhatian dalam evaluasi; dan
c. Agar dapat merencanakan dan mengorganisasikan evaluasi

secara berkualitas dan sesuai tujuan.

2. Jenis Data dan Informasi yang dikumpulkan pada Pra Evaluasi

Sesuai dengan tujuan dan manfaat pra evaluasi, beberapa data /
informasi yang diharapkan diperoleh terkait perangkat daerah yang
akan dievaluasi, antara lain :

a. Peraturan perundangan yang mendasari;
b. Mandat;
¢. Tugas, fungsi, dan kewenangan,
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B

Struktur organisasi;

Hubungan /koordinasi dengan organisasi lain;
Permasalahan dan isu strategis;

Kinerja utama (sasaran strategis dan indikator kinerja);
. Aktivitas utama;

TmoOMon

Sumber pembiayaan;

Capaian kinerja beserta dengan analisis capaian kinerja;
k. Sistem informasi kinerja yang digunakan; dan

l. Hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya.

Dalam tahapan pra evaluasi, evaluator hendaknya tidak terjebak
pada pengumpulan data yang terlalu mendetail, karena pada
dasarnya pra evaluasi dititikberatkan untuk memahami perangkat
daerah yang akan dievaluasi secara umum yang hasilnya akan
digunakan sebagai data awal dalam merencanakan evaluasi.

—
3

. Teknik Pengumpulan Data dan Informasi Pra Evaluasi

Pengumpulan data dan informasi pra evaluasi AKIP dapat
dilakukan dengan beberapa cara, vaitu dengan survei melalui
cheklist pengumpulan data dan informasi, komunikasi melalui tanva
jawab sederhana kepada penyedia data dan informasi, observasi data
dan informasi, atau studi dokumentasi melalui sumber literasi lain
seperti peraturan perundangan dan media informasi baik cetak
maupun elektronik/digital. Pengumpulan data dan informasi pra
evaluasi AKIP juga dapat dilakukan dengan melakukan kombinasi
diantara beberapa cara tersebut.

Pelaksanaan Evaluasi AKIP
1. Penetapan Variabel dan Bobot Penilaian

Evaluasi AKIP difokuskan pada kriteria-kriteria yang telah
ditetapkan dengan tetap memperhatikan hasil evaluasi AKIP
tahun sebelumnya. Data dan informasi yang digunakan dalam
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evaluasi merupakan data dan informasi terakhir yang digunakan

dalam implementasi SAKIP saat evaluasi berjalan. Isu penting

yang perlu diungkap melalui evaluasi AKIP ini, antara lain :

a. Kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai
untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;

b. Pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah
menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam
mencapai kinerja;

¢c. Pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas
pencapaian kinerja, baik keberhasilan [ kegagalan kinerja
serta upaya perbaikan [/ penyempurnaannya yang
memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi /
kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;

d. Evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan
kesan nyata (dampak] dalam peningkatan implementasi
SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja; dan

e. (Capaian kinerja atas output maupun outcome serta kinerja

lainnya

Evaluasi AKIP harus dapat memberikan simpulan hasil
penilaian beberapa variabel, antara lain kriteria-kriteria yang ada
dalam penerapan komponen-komponen manajemen kinerja yang
meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan
kinerja, dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal sebagai fakta
obyektif instansi pemerintah/unit kerja mengimplementasikan
SAKIP. Komponen-komponen tersebut kemudian dituangkan
dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE), sesuai dengan kriteria
masing-masing komponen, Variabel - variabel tersebut, yaitu:

a. Komponen

Terdiri dari Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja,
Pelaporan Kinerja, dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Internal.

b. Sub-komponen



Dibagi dengan gradasi Keberadaan, Kualitas, dan
Pemanfaatan pada setiap komponen.

c. Kriteria
Merupakan gambaran kondisi yang perlu dicapai di setiap
subkomponen untuk dapat dinilai apakah kondisi tersebut
sudah atau belum dicapai dan dapat digambarkan atau tidak.

LEE menyajikan komponen, sub-komponen, serta dilengkapi
dengan kriteria penilaian, dengan bobot sebagai berikut:

Sub-Komponen

4.1. Eomponen Evaluasi

1. Perencanaan Kinerja 30
a. Keberadaan (20%) 6
b. Kualitas (30%) 9
c. Pemanfaatan (50%) 15

2. Pengukuran Kinerja 20
a. Keberadaan {20%) 6
b. Kualitas (30%) 9
¢. Pemanfaatan (50%) 15
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+ Pepnmn Kinerja

a. Keberadaan (20%) 3
b. Kualitas (30%) 4,5
¢. Pemanfaatan (50% 7.5
: 1 AT ili 29
: 5
b. Kualitas [30%) 79 |
¢. Pemanfaatan (50%) 12.5

Berdasar data dan informasi yvang dikumpulkan, LKE kemudian
dianalisis, dan digunakan sebagai bahan dasar dalam menyusun Laporan
Hasil Evaluasi (LHE). Variabel dalam LKE AKIP dapat dipetakan sebagai
berikut:

kinerja

1. z

1. Terdapat 4
teknis

2. Terdapat dokumen
perencanaan kinerja
jangka panjang.

3. Terdapat dokumen
perencanaan kinerja
jangka menengah,

4, Terdapat dokumen

perencanaan kinerja

jangka pendek.

5. Terdapat dokumen
perencanaan aktivitas
vang mendukung
kinerja.

6, Terdapat

7. Setiap unit satuan kerja

24




menetapkan
Perencanaan Kinerja.

2. Dokumen Perencanaan

kinerja telah memenuhi
standar yang baik,
yaitu

untuk mencapai hasil
dengan ukuran kinerja

vang SMART,
menggunakan
penyelarasan
(cascading) disetiap

level secara logis, serta
memperhatikan kineria
bidang lain
(crosscutting)

. Dokumen Perencanaan

Kinerja telah
diformalkan.

. Dokumen Perencanaan
Kinerja telah
dipublikasikan  tepat
waktu.

. Dokumen Perencanaan
Kinerja telah
menggambarkan

. Kualitas

. Ukuran Keberhasilan

. Indikator

Kebutuhan atas Kinerja
sebenamya yang perlu
Rumusan
Hasil (Tujuan/Sasaran)
telah jelas
menggambarkan

kondisi kinerja yang

(Indikator Kinerja) telah
mementhi kriteria
SMART.

Kinerja
Utama  (IKU) telah
menggambarkan
kondisi Kinerja Utama
vang harus dicapai,
tertuang secara
berkelanjutan
(sustainable-tidak
sering diganti dalam 1
periode  Perencanaan

Strategis).
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7. Target yang ditetapkan
dalam Perencanaan
Kinerja dapat dicapai
{achievable],

menantang, dan
realistis.

8. Setiap Dokumen
Perencanaan  Kinerja
menggambarkan
hubungan yang
berkesinambungan,

serta selaras antara
Kondisi / Hasil yang
akan dicapai di setiap
level jabatan
(Cascading).

Q. Perencanaan  kinerja
dapat memberikan
informasi tentang
hubungan kinerja,
strategi, kebijakan,
bahkan aktivitas antar
bidang/ dengan tugas
dan fungsi lain yang
berkaitan

. Perencanaan Kinerja

telah dimanfaatkan
untuk mewujudkan

berkesinambungan

(Crosscutiing).

10. Setiap pegawai
merumuskan dan
menetapkan
Perencanaan Kinerja.

1. Anggaran vang
ditetapkan telah
mengacu pada Kinerja
vang ingin dicapai,

2. Aktivitas yang

dilaksanakan telah
mendukung Kinerja
yang ingin dicapai

3. Target vang ditetapkan
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dalam Perencanaan
Kinerja telah dicapai
dengan  baik, atau
setidaknya masih on
the right track.

4. Rencana aksi kinerja
dapat berjalan dinamis
karena capaian kinerja
selalu dipantau secara
berkala.

5.Terdapat  perbaikan/
penvempurnaan
Dokumen Perencanaan
Kinerja yang ditetaplkan
dari hasil analisis
perbaikan kinerja
sebelumnya.

6. Terdapat perbaikan /
penyempurnaan
Dokumen Perencanaan
Kinerja dalam
mewujudkan kondisi/
hasil yang lebih baik.

7. Setiap unit/satuan
kerja memahami dan
peduli, serta
berkomitmen dalam
mencapai kinerja yang
telah direncanakan.

8. Setiap Pegawai
memahami dan peduli,
serta berkomitmen
dalam mencapai kinerja

yang telah

direncanakan.
2. Pengukuran | 1. Pengukuran Kinerja | 1. Terdapat pedoman
Kinerja telahdilakukan teknis  pengukuran
kinerja dan
pengumpulan data

kinerja.

2. Terdapat Definisi

operasional yang jelas
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mengukur  indikator
kinerja.
. Terdapat mekanisme

nj:naancﬂra

vang jelas terhadap
pengumpulan data
kinerja yang dapat
diandalkan.

2. Pengukuran Kinerja

telah menjadi
kebutuhan dalam
mewujudkan Kinerja
secara Efektif dan

Efisien dan telah
dilakukan secara
berjenjang dan
berkelanjutan

. Pimpinan

mengukur capaian
kinerja.
. Data kinerja vyang

relevan untuk
mengukur capaian
kinerja Yang
diharapkan.

. Data kinerja yang
dikumpulkan telah
mendukung capaian
kinerja yang
diharapkan.

. Pengukuran  kinerja

. Setiap level organisasi

selalu
terlibat sebagai
pengambil keputusan
(Decision Maker) dalam

dikumpulkan telah

telah dilakukan secara
berkala.

melakukan
pemantauan atas
pengukuran capaian
kinerja unit
dibawahnya secara
berjenjang.
. Pengumpulan
3. Pengukuran Kinerja | 1. Pengukuran Kinerja

telah dijadikan dasar
dalam pemberian

telah menjadi dasar
dalam penyesuaian
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Punishment, serta
penyesuaian strategi
dalam mencapai kinerja
vang efektif dan efisien.

. Pengukuran

. Pengukuran kinerja

telah m:mpm,garuhi
[Refocusing) Organisasi.
. Pengukuran kinerja
telah memp:ngnru.’tu
penyesuaian  Strategi
dalam mencapai
kinerja.

. Pengukuran kinerja

dalam mencapai
. Pengukuran kinerja

dalam mencapai
kinerja

. Pengukuran kinerja
telah mempengaruhi
penyesuaian Anggaran
dalam mencapal
kinerja.

. Terdapat efisiensi atas

Kinerja
telah menjadi dasar
dalam = penempatan/
penghapusan Jabatan
baik struktural
maupun fungsional.

telah  mempengaruhi
penyesuaian Kebijakan

telah  mempengarubhi
penyesuaian  Aktivitas

pengEuUNAaan Anggaran

dalam mencapai
kinerja.
. Setiap unit/satuan
kerja memahami dan
peduli atas hasil |
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Setiap pegawai
memahami dan peduli
atas hasil pengukuran
kinerja.

3. Pelaporan 1. Terdapat Dokumen | 1. Dokumen Laporan
Kinerja Laporan yang Kinerja telah disusun.
menggambarkan 2. Dokumen Laporan
Kinerja. Kinerja telah disusun
secara berkala.
3. Dokumen Laporan
Kinerja telah
diformalkan.
4. Dokumen Laporan
Einniia telali divess
5. Dokumen Laporan
Kinerja telah
dipublikasikan.
6. Dokumen Laporan
Kinerja telah
disampaikan tepat
walktu.

. Dokumen Laporan | 1. Dokumen Laporan
Kinerja telah memenuhi Kineria disusun secara
Standar berkualitas sesuai
menggambarkan dengan standar.
Kualitas _ atas | 3 Dokumen Laporan
Pencapaian Kinerja, Kinerja telah
informasi keberhasilan mengungkap  seluruh
/ kegagalan kinerja informasi tentang
serta upaya perbaikan / pencapaian kinerja.
A e P 3. Dokumen Laporan

Kinerja telah
menginfokan

. Dokumen

perbandingan realisasi
kinerja dengan target
tahunan.

Laporan

Kinerja telah




kinerja dengan target

jangka menengah.

5. Dokumen Laporan
Kineria telah
menginfokan

perbandingan realisasi
kinerja dengan realisasi
sebelumnya.

6. Dokumen Laporan
Kinerja telah
menginfokan

perbandingan realisasi
kinerja dengan realiasi
kinerja dilevel nasional/

internasional
{Benchmark Kinerja).

7. Dolumen Laporan
Kinerja telah

menginfokan  kualitas
atas capaian kinerja
beserta upaya nyata
dan/atau

hambatannya.

8. Dokumen Laporan
Kinerja telah
menginfokan  efisiensi
atas PeEnggunaan
sumber daya dalam

9. Dokumen Laporan
Kinerja telah
menginfokan upaya
Perbaikan dan

penyempurnaan kinerja
ke depan (Rekomendasi
perbaikan kinerja).

3. Pelaporan Kinerja telah

Informasi dalam laporan
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vang besar dalam
penyesuaian strategi |/

kebijakan dalam
mencapai kinerja
berikutnya.

kinerja  sclalu  menjadi

T—— ¥
ENTE
ST

§ g ¥ 4
b D O TESA e

perhatian utama pimpinan

(Bertanggung Jawab).

1. Penyajian informasi
dalam laporan kinerja
menjadi kepedulian
seluruh pegawai.

2, Informasi dalam laporan
kinerja berkala telah
digunakan dalam
penyesuaian  aktivitas
untuk mencapai

3. Informasi dalam laporan
kinerja berkala telah
digunakan dalam
penyesuaian
pPENgEUNAaan Anggaran
untuk mencapai

4. Informasi dalam laporan
kinerja telah digunakan
dalam evaluasi

pencapaian _
keberhasilan kinerja.

5. Informasi dalam laporan
kinerja telah digunakan
dalam penyesuaian
perencanaan kineria
vang akan dihadapi
berikutnya.

6. Informasi dalam laporan

kinerja selalu
mempengaruhi
perubahan budaya
kinerja organisasi.
4. Evaluasi 1. Evaluasi Akuntabilitas | 1. Terdapat pedoman
Akuntabilitas| Kineria Internal telah| teknis Evaluasi AKIP
Kinerja dilaksanakan. Internal.

32




= Internal

T Evaluas mp Tiiliynal

telah dilaksanakan pada
seluruh unit kerja/
perangkat daerah.

3.Evaluasi AKIP Internal
telah dilakaanakan
secara berjenjang.

2. Evaluast Akuntabilitas
Kinerja Internal telah
dilaksanakan SECATA
berkualitas dengan
Sumber Daya yang
memadai.

1.Evaluasi AKIP Internal
telah dilaksanakan
sesuai standar,

2_Evaluasi AKIP Internal

telah dilaksanakan oleh
SDM yang memadai.

3.Evaluasi AKIP Internal
telah dilaksanakan
dengan pendalaman
yvang memadai.

4.Evaluasi AKIP Internal
telah dilaksanakan pada
seluruh unit  kerja

[/ perangkat daerah.

5.Evaluasi AKIP Internal
telah dilaksanakan
menggunakan Teknologi
Informasi (Aplikasi).

3. Implementasi SAKIP
telah meningkat karena
evaluasi Akuntabilitas

Kinerja Internal
sehingga memberikan
kesan yang nyata
[dampak) dalam

efeltifitas dan efisiensi
Kinerja.

internal telah
ditindaklanjuti.

2. Telah terjadi
peningkatan
implementasi SAKIP

3.Hasil Ewvaluasi AKIP

1. Seluruh rekomendasi
atas hasil evaluasi AKIP

dengan melaksanakan
tindak  lanjut  atas
rerkomendasi hasil
evaluasi AKIP internal.

Internal telah
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1.

dimanfaatkan untuk
perbaikan dan
peningkatan
akuntabilitas kinerja.

4. Hasil dari Evaluasi AKIP
Internal telah
dimanfaatkan dalam
mendukung  efektifitas
tlan efisiensi kinerja.

5. Telah terjadi perbaikan
dan peningkatan kinerja
dengan memanfaatkan
hasil evaluasi AKIP
internal.

Evaluator AKIP

Pelaksana evaluasi AKIP adalah evaluator pada Kementerian PANRB
atau tim yang ditunjuk melalui Keputusan Menteri PANRB untuk
melaksanakan evaluasi AKIP. Tim Evaluator AKIP setidaknya terdiri dari
Penanggung Jawab, Supervisor (Pengawas), Ketua Tim, dan Anggota Tim
vang akan membagi tugas melaksanakan evaluasi AKIP dengan mengisi
LKE dan Menyusun LHE, serta menyampaikannya kepada pihak yang
dievaluasi ([Evaluatan).

Setiap kriteria yang dinilai pada LKE ini membutuhkan “Professional
Judgements" dari evaluator karena terkait dengan penilaian kualitatif. LKE
disusun dengan maksud sebagai kertas kerja evaluator dalam melakukan
pengumpulan, penilaian, analisis, serta penyimpulan data dan informasi.

Evaluatan AKIP

Evaluatan AKIP terdiri dari seluruh perangkat daerah di lingkungan
Pemerintah Daerah Kota Bogor.

Pengisian LKE AKIP

Penilaian dilakukan pada sub-komponen evaluasi AKIP, dan setiap sub-
komponen dinilai berdasarkan pemenuhan kualitas dari kriteria. Sub-
komponen akan dinilai dengan pilihan jawaban AA /A /BB /B /CC JC/
D /E.



Sub Komponen Keberadaan:

Ll T s _'Z-'.” A RN o S R A O S e
AA 100 | Jika seluruh kriteria telah terpenuhi (100%)
A 90 | Jika seluruh kriteria telah terpenuhi (>90%-
99%)
BB 80 | Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi
(=80%- 90 %)
B 70 | Jika kualitas sebagian besar kriteria telah
terpenuhi (>70% - 80%).
oC 60 | Jika kualitas sebagian besar kriteria telah
terpenuhi (>50% - 70%%).
C 50 | Jika kualitas sebagian kecil kriteria telah
terpenuhi (>25% - 50%).
D Jika kriteria penilaian akuntabilitas kinerja telah|
mulai dipenuhi (>0% - 25%).
E 0 Jika sama sekali tidak ada upaya dalam
pemenuhan kriteria penilaian akuntabilitas
kineri

. Sub Komponen Kualitas:

[100%) dan terdapat upaya inovatil serta laye
menjadi percontohan secara daerah/ nasional

A 90 | Jika kualitas seluruh kriteria telah terpen
(100%) dan terdapat beberapa upaya yang bi
dihargai dari pemenuhan kriteria tersebut.

BB 80 | Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi
(100%) sesuai dengan mandat kebijakan daerah
J/nasional.

B 70 | Jika kualitas sebagian besar kriteria telah|
terpenuhi (>73% - 100%]).

CC 60 | Jika kualitas sebagian besar kriteria telah|
terpenuhi (>50% - 75%).

C 50 | Jika kualitas sebagian kecil kriteria
terpenuhi (>25% - 50%).

D 30 | Jika kriteria penilaian akuntabilitas Kinerjal

telah mulai dipenuhi (=0% - 25%).

35



Jika sama uelml.l th:lak &da upayn dals
pemenuhan  kriteria penilaian akuntabilitas
Kinerja.

Il. Sub Komponen Pemanfaatan

lﬂﬂ%} dan terdapat upaya inovatif Eu!:rta myak
menjadi percontohan secara nasional
itka kualitas seluruh kriteria telah terper‘l:m

100%) dan terdapat beberapa upayva vang
ihargai dari pemenuhan kriteria tersebut.

Eluu%]

kualitas sebagian besar kriteria telah)
m:]:u (>75% - 100%}.
ika kualitas sebagian besar kriteria telah|
rpenuhi (=50% - 75%).
ika kualitas sebagian kecil kriteria telah
erpenuhi (>25% - 50%).
D 30 (lika kriteria penilaian akuntabilitas kinerja
lah mulai dipenuhi (>0% - 25%).

E sama sckali tidak ada upaya d
uhan kriteria penilaian akuntabilita

BB 80 itas seluruh kriteria telah terpen

sesual dengan mandat kebij

B 70

cC 60

Penyimpulan Data dan Informasi setelah Pengisian LKE
Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen memberikan

gambaran tingkat atas akuntabilitas kinerja, dengan kategori predikat
sebagai berikut:

amis, adaptif, dan efisien [Rcﬁmn} Pengulkur
i elja tr:lah dilakukan sampai ke level individu.




]

A (Nilai > 80 - QU}
erdapat gambaran bahwa perangkat
erah dapat memimpin perubahan dalam
judkan pemerintahan berorientasi hasil,
na pengukuran kinerja telah dilakukan sampail
e level eselon 4/ Pengawas / Subkoordinator.

BB [Nilai = 70 - 80) t Baik

erdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pad:I
/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupu
nit kerja pendukung, Alkuntabilitas yang sangat
ditandai dengan nmalai terwu;udrrya efisiensi
nggunaan anggaran dalam mencapai kinerja
emiliki sistern manajemen kinerja yang andal da
rbasis teknologi informasi, serta pen
inerja telah dilakukan sampai ke level eselo
{ koordinator.

B (Nilai = 60 - 70)
erdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pa
1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama.
erlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan
it kerja, serta komitmen dalam manajemen
inerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan)
pai dengan level eselon 2 /unit kerja.

CC (Nilai > 50 - 60} p (Memadai)
erdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik.
un demikian, masih perlu banyak perbaikan
alaupun tidak mendasar khususnya H]ﬂ.lntﬂbﬂltﬂﬂ]
inerja pada unit kerja.

C (Nilai = 30 - 50)
istern dan tatanan dalam AKIP kurang dapat
iandalkan., Belum  terimplementasi  sistem
ajemen kinerja schingga masih perlu banyak
rbaikan mendasar di level pusat.

D (Nilai =0-30) t Kurang
istemn dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak

Pemantauan Berkelanjutan
Untuk menjaga obvektivitas dalam penilaian, perlu dilakukan reviu
secara berjenjang atas proses dan hasil evaluasi dari tim evaluator dengan
pengaturan sebagai berikut:
a. Reviu tingkat 1 dilakukan di masing-masing tim evaluator oleh
supervisor tim.
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b. Reviu tingkat 2 dilakukan dalam bentuk forum panel seluruh tim
evaluator, terutama untuk menentukan standarisasi nilai dan penctapan
kategori hasil evaluasi




BABV
PELAPORAN DAN PENGOMUNIKASIAN
HASIL EVALUASI AKIP

Setiap surat tugas yang diterbikan untuk pelaksanaan evaluasi AKIP harus
menghasilkan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) dan Laporan Hasil Evaluasi (LHE).
LHE AKIP disusun berdasarkan berbagai hasil pengumpulan data dan fakta serta
analisis vang telah didokumentasikan dalam LKE. LKE tersebut berisi fakta dan
data yang dianggap relevan dan berarti untuk perumusan temuan permasalahan
serta saran dan rekomendasi perbaikan peningkatan AKIP. Data dan deskripsi
fakta ini ditulis kemudian dianalisis (pemilahan, pembandingan, pengukuran,
dan penyusunan argumentasi) sampai pada simpulannya dalam LHE. Pada
perangkat daerah yang sudah pernah dievaluasi, pelaporan hasil evaluasi
diharapkan menyajikan informasi tindak lanjut dari rekomendasi tahun
sebelumnya, sehingga diperoleh data yang dapat diperbandingkan dan dapat
diketahui perbaikan-perbaikan yang telah dilakukan.

LHE AKIP pada Unit Kerja yang dievaluasi oleh evaluator
kementerian /lembaga / pemerintah daerah, disampaikan kepada pimpinan unit
kerja vang dievaluasi dengan tembusan kepada menteri/pimpinan
lembaga/kepala daerah yang bersangkutan. lkhtisar keseluruhan dari LHE
tersebut kemudian disampaikan kepada Kementerian PANRB.

Format LHE, selain bentuk surat (short-form), juga dapat berbentuk bab
vang dikenal dengan bentuk penyajian yang panjang (long-form). Secara garis
besar, penyusunan LHE AKIP dapat disampaikan seperti berikut :

1. Pendahuluan

Dasar Hukum Evaluasi

Latar Belakang Evaluasi

Tujuan Evaluasi

Ruang Lingkup Evaluasi

Metodologi Evaluasi

Gambaran Umum Perangkat daerah

Gambaran Umum Implementasi SAKIP Perangkat daerah

e ao0 g g



g. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya (jika periode
sebelumnya dievaluasi)
2 Gambaran Hasil Evaluasi
a. Kondisi, berupa gambaran baik maupun catatan kekurangan tentang
kondisi sebelum, sesudah, serta dampak keberhasilan pada :
1) Evaluasi atas Perencanaan Kinerja
2] Ewaluasi atas Pengukuran Kinerja
3] Ewaluasi atas Pelaporan Kinerja
4) Evaluasi atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal
5) Ewvaluasi atas Capaian Kinerja
b. Rekomendasi atas catatan kekurangan untuk perbaikan
3. Penutupan
a. Bimpulan
b. Dorongan terhadap implementasi SAKIP yang lebih baik



BAB V1

Evaluasi AKIP merupakan bagian dari siklus manajemen kinerja perangkat
daerah. Dengan ditetapkannya Pedoman Evaluasi AKIP ini, diharapkan para
evaluator dapat memiliki acuan yang sama dalam melaksanakan evaluasi.
Namun demikian, diharapkan para evaluator juga dapat menggunakan inovasi-
inovasi baru, serta dapat mengembangkan secara terus menerus metode dan
teknik evaluasi AKIP yang lebih optimal dan lebih efisien.

Pada akhirnya keberhasilan pelaksanaan evaluasi AKIP diharapkan dapat
mewujudkan tujuan dari implementasi SAKIP itu sendiri, yaitu meningkatnya
kinerja perangkat daerah serta meningkatnya akuntabilitas perangkat daerah
terhadap kinerjanya.
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LAMPIRAN 1

HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA
PERANGEKAT DAERAH

(DINAS/BADAN /KECAMATAN)
TAHUN PENILAIAN

Nilai Akuntabilitas
Komponen/Sub Kinerja

Komponen/Kriteria Tahun
Penilaian
Sebelumnya

Tahun
Penilaian

1 |Perencanaan Kinerja - | 30,00 0,00
2 |Pengukuran Kinerja 30,00 0,00
3 |Pelaporan Kinerja 15,00 0,00
4 |Evaluasi Akuntabilitas Kinerja 25,00 0,00
Internal
' : : Belum Input 0,00
Predikat Predikat

| ‘giiai dengan kekurangan dari setiap penilaian komponen

[

WO O =B O onf 4] L) kS

—i
—
L

| 1 !!ii&i sesuai dengan catatan atas kekurangan hasil evaluasi

EI-D':I:'-JITUI-FH-D.}H

42



Lembar Kerja Evaluasi untuk Tim Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Unit Kerja

Ls |o ¥ ik frrersin B ¥ o I
H i riar « 1 i
T[Tl depbr pesdsiin i 1870 & Perreraarasan Sirerja I o ixkerom Yipcaman Halop yang - I'i".l'T trluzm dam L b i e
lpenyuminan rrnesns kiser piftriapkan oidh KErjsla
Clastah ! Dl sl
penFLATTan deieeTen

frreminiian il baag
m-n':nlr TP TN T

prireT]al
AT apat AR BETRLGLEAN BTSN AN g Tapszian dokuzien R L]  F Y Belum dem  rubesy i
'-’LH dapat drdrumen gersacanasn Hirera dnghs merenigals Diapatkan dodormen FEIMD dan UNT dan Henstrs (nsmeor TIT Hld-uil:l'—‘..uing-pln
HERMSTHA w Licaggal Woped Pasan
RITMD D Renatra) I
m|ﬁ AN D ST Wi ange peralei Napaiian dokoasn RERSAEET m Tabun Ly San Talun T Selum dios ru]u.::_i&.l
Breijuine ' RET itarmor s
arigenl beogiiliisen jife)
ﬁ.—:...lumrh"hl.-n prirareil] akm it vng memiluauing iiners (Muapaikan dokumen Perampen Kinsre (Pr e oea T Bl diom  pukap miss
WG dan KL SR RS T TR S |
Taisiin e jakin
n"fﬁmr-ud.nlmnm PETETCE fET EOgEArEnN TENg mieTallikeng knens speilsn doltumen PR Tels den (A dsn CIFPA fabrem Ik ?.‘T 1 Enrrl Apw ru|m1'\-]rhnl
?ul.l].lu program din krgatan apaliet et G bedalan
inyed labia afygsrah wAnE
el el et el dan
mremaiuinng KL AOED
™ talel ]
Pealls, puitii Etik s eesapal haall, Eeigaa ol
rang OMAFT, ossgguoairsn poopelarmsen 040 2T R ] = | '}
raprnding] disnbiap bdnl pheare bigin, ae et med o i haldida
Hrirevia a0 :
! #11 FPerepodasan Aaneris trleh dfsrmellkan Tekr S izlah = PEITOICEDSAN Blre | — Hu
plan & isslaiwrgure serin d cap Niorwtre, BemjaBET. P, |rrial, K (5K Kepaia). FK imd], Renja
TELLDPADTPEA) velidi 1, FERT [, TP, OPPA. frusl) yesg
| ik "‘""L hulah dfermalian ditsg dorlsh mms
T finitiimes dileali LIS
Merdapst danagsl petiatan
|
rn Frresrmrsan Knrcms relas epubbmekon bpai wakdo e tan het dobomen peremeemman Brereen sheed Ll ol ] Rrtien dddad  Lliimmda® deboamim persnnarssan Renemm
sl dirglea] jesla websile e paild dhliamen peieaonisa jlais fperkal, K1) (9K Kepala], PE jridl, Renjn |
STt S ] ‘mrerzatie remml OPT Sen Feiely MACT |
Mitmrie E_SULC Kote Depoe




Tobt mesiss sl moeisgis aniuk

pert g i rrigrindiii bakrew lah fisu Tang
furanegia wlah meded] aciiad Sk e ngusehan ey ssicepn,
[FArATi RN Tkt r agar rd e rodiand ila A saran,
orgareen: depai tereepai (hacs ErCLALN T A PATPHT WiFeT |a
{Peim fn 38 den 29 th J0TL brng weiarms alse owrncapmi

Fariiiai] ANratrmis

A[Kaking Fomunan Head [Turas 1eLaht ek e i i it & inl hlrerjd veng maan | cacinn nddaio Tujuan wn Indkerar [Rarias ErGS araiss hasl AT DR 1 Faeliym fins |.| wpeliie irins dar B9 tayues read |
o |Banaran apaial midali rerumusan Tfupss den * dan Frznire |
mengEamibarian ryoes on iy L i
i I o _lﬂ.l:l..rnu..zp.:up.l.uulhmll WTTEd Vit
yu=g ings | ¥
T R Ty apaiyila 807 = Bajuan) hesl grogmo
bbb ey L Py Lt [Passrrn Ean imnilkalor Rreisiid telah
Lo incEimes ek ' pada s peitg
ien bagmn dalam dokunen v pluies & 5%
IEfeTICwRan . apmibile tifsen [ hes] progam, Sassesn
T g 1 P e, Pomiuan i R Henitin txiek pengeen

| IR S Sar ‘peln R ETAIFEL ATAT ekl wrhaik

I . arubis frpumn el progren, Basansn
jilari Hdekinite Hrnsio puny mrmgecy
Ipeictin dedu il kaf1eiss yaing & elagkian
i lebih deri B
. mpsbile beboh dest T5% Supues ek
progrdam. Bessren dan mAdksior lmstrs
VAIE sy Vil s g |
=T HUES RS CAN Gl DrEFEE LEf
trrhkomiung Procicpan hal-bml g
ek gt e Hietgur puds kriicra s
(Mengarn |aelanes dengan ARIWD
Tigery [ erlarss demgan ko k Hivei

Lho mdm|
Wis g | eelares seogen bogas dac
LT
o Enganinies ks n oo bean e
FUCTLEREIE S hoBn B EITEIEEER TANE
e rtinsig
ST (T o B 1 ek v ooy I ot
ST Ay feeds pira bl T oyl




i Kriian ket FETHSIUERN
el it WinEn s 1 BN el
rilina SHART

riiam koesya mtialive
infilade, indiicnar airens
#leh marspruhi Greeria
HBHANT: bab /bagian Salnm
b o Py T
amerriai el lomor Ricsmja

Pared lkayed Eena Lhama [3800 sal

koruim Kinena Ltame mog tamus S,

1. Analisa K" spaksh izlah

arTiuang seoaTh rlelanromn ununalcr - el seeng et daluz |
iy

L ri g ba b TLij ksl i

LI, eren

HKL? hereninen dengmn sorpokod
pomegial dactah

S 1AAMER MIRALE PRI
msmbaralirgns (KU dales dobumen
ERLLA ) PENEIN kariin sl 3 bdbimn
fakaitl U ol iy mfrakal
R PURTISTETT RS TR T TH T

R gt ilsapas sRrE ksh

minme 3 iahun delam
il sl
feigja il winil gl
nrfess peemibaban W

. - — R
I::ruﬁ. [ TR o2 ST

A BATINE

n. wpi bulin lrinh dari s
aila & Bak =

fmn il deloomen pajanpss ko ixiah
bergivrmlins hasll, SA0ART dan Culiup

(b mpalidn Al < sasarai (#lsh

it roremiing haslt, ShLAST farn CuEupe
]

e apaidla 4 « mmmaran neak
(tererienas b, SROST dan Coamp «
Sanli]

|2 spalria P = grusersm iclah
TerrerieTl v |1l SALART fian O <
e ]

o inlah .TE 1}
AT dan Ol « 0%

ey A b AT

Irad lwior Ssransniss hasi] slaish
ez kzabias gwirznsr miau subr! Feniing
Irchian proocs kegsian mrhggercberkan
e O TR T T T el
at o mai aeh PR
:!rrhlr dengEn iz ETLFgs rEanisa
mraum denges bagan e fungs

T
Sip=rahis Tidak berdwimakng
Mrmsrerabic Dapei Seior depai
alema p L

!I’Il.lil-'l-'\-H-l Dt divajiad], itmevan

da

cogas
idalars ke ndsitnye frzmollatic
drirvurice: Trekial lmtpwing Scigan
i (Fri A+ ITAal kil gl LoEg wWean
Whizlrur
Tenebouzed: HMerparu sinn
srscrygea b Pl HLALR AL Iereni
i, ihari SR el ibnesn
v bervfiamidar: vaing sda Tane ruip

il T PR jUfzan,
den hami kxih
bl 955 Gieg A fidab
rerecar leneris e braram

080

bl s dan K Fang 1kdea
b Shingd lamilah sl siearen




—

abarn (TP el i, Feredl pbl sbsa i i
L pAail p=oRiiranidas ks &

gt g et Perrncanasn Kirsrja dapes dicamsi fectirvsbls), menaninrng, dan rarge Inofaarar Tigass dan KxTin manins LRy T g mtp s Pehim dies  fa. apatdla = 05 ranges vang ditrmsplan
Temluiin "|H='l-f'ﬂﬁ?_ll‘l. trrpri | kislam rmcens idxerm tshiman dees di PK |
By - dhﬁ""‘._ =p doam uecr mrairtiibn seliifih kricris gy vang |
= - |
hm.hr-::.ml adngsi basoel, A | o, apahils W% « zarged pang memesuhi |
g P e B p—, I ecliiralt kerilerm = S
salakiokan ujl peitk dengan | apalvil WP% 6 Lagd] Ve mofdirnuls |
armperrinbangisan muicriakinesoa | psliiraly. lerbiame < Gk
pl. mpabils 30% « targe Pang oemezabu |
becdu s beriieiom o 0 |
. ipaiila nangsy Fang Eeiireiil =haruh |
fursharia, o B0
_Err-.pr Pr anEr Kinene mimggnembancin Tubimgan g Ter (D k [EHT] Ell'l'll"ﬂ'_l.l enalisa Ay BCINE Takom dim  a. apabda = 0% i
mriaren aninre Kandimiiasd reng shen frepa & scmes beeel jubmian jCaessng) Wld?-nnr\mﬂ Lt m-]"\l-l-_‘l";lr“"ﬂ [inena mrngamtasian tubazgan rang |
i | ! anemling } o |
e Armar jabatan (ass prtbesgen b e s o . =t '
menikal rescadng Jbeiag jramctingg;
| I 2. dpd il BO%e - dolumin parencansan
cis cascuilsg © 954
E- b HF o S0l [eF s
| T eanrailog 4 B
hi. F ] et
I ndiia masriieg < 4Py
b ppahile doduipen pesenand i Hinsga
I rRBCETERg ©
Frrmermpan B9 7 SIEE
. mCoT Haml f mry akmn
fl b rkien dalim prajenangan Kiosvga
2. mrnernukemn Sk oo eherSssian
jorriwml sucres feciort:
o ivergarwibah SEl Bt Belierfiamlan
o] E e [ Mepeada oo e
knraliad paling azer
fl. meremusksn ndksior Kiners; dan
. rivirofrmnbhEn pokis Rincrs hedaine
O P A [ Al
| 0P eneansan kenfifa dipai icriifbridian triving brab Klirriia Felt: dun Huskee spsiaf dalan Kctlan kerja inmlise ABICIIVE Brram dirm fu. spsabade - 955 Hrru.r_n-ﬂl-.::r;
hahi il b T e T a0 fungsd lain reg beraitan Ko '-l'u.d na i savaran SNFT perhi TRt g 'ﬂ-"-"IJl-i*-I" ilan Ligrl e etk difeidiesd 1FEng
| niungan dari ST i , 12 il :
winbirs herihil program, brgiebe wuh ang et (nlgn] = 1m .rl o
e phatan refilill s s (hais difi Tipwkh ilab sasean
elplah pEMEIGTAD BRI Elaas jarmoegls DFT yung '"""‘_"P"‘"’ﬂnf"’l borkeniins
| ‘angsn’ ; azrol depet Seocapel bl e kown m=far hidang gt TR |
i p=in = B = winFTR
| hidningan dan FUPE urlub petmefoa oyt ¢ 5%
jmm:qlniu- ::-l'-luﬂllﬂ darl - AL«
PSR [—— I'-l'll'lll-:'l P it < B0
| e i e e T e
';I“.lh ferreribainn seonmes irhan rumsruinng o« S0
n » K
| vl Ty 404
- |
ﬂuu i) mernen Bers (hidang'bagan & DT reeT dan 4 1 LT e B LM [ i) fursish dedcamien TH dheg ioesl dedngmen
Finte trriiberian srilap biderg( bagian i vesy herus diimapkan dicss 100




P priEee orramusies dan meirlapash P

pamilah SHE Teng formapken Ghisg ioiel
framninh prpeeend yeng hars el 5K
plikali 100

1o e Kineris ixlah dimesfssthnn aoiuk
1 hﬂ“hﬁﬂhﬁ_

B33

R P

8l

i_IE.rm pengdirmpkan izlah mengary pads Kinoo yang cgn Srepal.

u.:pllll.: ran sul krgavian

|Anelisa apahah beienga belang Tang bin!:l Kt Asidassa | Fosin)
hhidigam akein =kl mebibinrg Jalaii [ifabsed moggaray dan
i k PrEgrun itu].-u.h::rjl Form ELWL|

ABCIDVE

]

VL &

Kouers vang ougin dizapsl

Irakss mrintios -akiins dalam mabh

fiegadan 0P irkh sendu sy
papakan Wir=a

Jilrrtmn fmya ansing

e farisaii aktktos didesn
juh Vegazan (P& 1eilah
mervlulcang kmeris yang
b diriapkian: DU Gub
Keysd 11

Belusi disi

i, Jika jilrel selarih e [Fasl]

Lt Eala [ ]

Kirmria inbinan dapes ciidentifassdkon

drrgar brpiaine dan snggaren disns

abivlti i fesrgma ko argegaian . hialk vang

Lengmiirg i

Hangmung

. s B 2
e kol

2an calak mrgeoeg o DOFR

. Jiks saasrun by dages diamisaes

g woggeran g brradel ogeang

g enriesra

F Jlin smmaTRs TRy Gerkean denpen
Fn.-u-:l.lnp.uu 4 B

. Hia ssisaraii atice Ll 1elall metijail
[Fmevani alakoied arggaran

G T T

Eeliiin dem

. spabia robids deiit S5 Li T W
whalaph refesiia ) priesian Knens
iabunas slab jdaper) dy sbhariosn lnhé
daniz mmps ot poicdd dalnn
Frnrung Alani (RAJ;

i, mpilla MFS « Keaalarmean mgs PR
vlengan gl pariadik dalem Ba o S0
F spabia 40P & reclerisan legrt PE
wictygan asge periodil delam A 4 S0
W, af Ja PG < b & mErgE TR
glangan e prriadik delson B - 407
. apahis kesclarmsan fargei K derggan
arges peradib dalaes EA P

WTarger vang netagibing dalsin Perenrenian Kirsos 1alsh dirspa) dangan balk, dise smalakoys
I||J.l,i'| o 2k g P
|

Anabes apmioc gt deaimm PERET
[rmerupmies larpel Yurg ek

Lirisn Krrs Ansliss | Ferm
realinan ah g dan
n Farm EA&TI

ABCDE

Etedisrn o sl

n apabile sl mapdimn K whis dan
1 10

. apalala BN « meind cepaian keoense
L1iFg

-, mpiainda 00 o palal capasii Kihene <
L

i, apainde #0% « el repean kinens =
g

. apubila mind capamn iinche « 404




micm sniring dengan sSATrE pEEEERETRn
g n,' periinihian anggeran dis
k=tnh tlipartma s ek ale

&R ORI

s, pehils Mest g Kinsria elsh
meme=uhi slurch keriiera pang

et irfmplian;

Vo b misineing &laki ke sl
kscaak § Teward anad

finiabaneT;

jr. apsl Loy bl am

Jrailiy e ivrrel e atel pesgdinisilai favad)

. WL k.
poerbimial, by Bediids dasd B

. ¢, afabild MM Tt R Sl [rergg il ran
capalan arpei periodke 5%

i. Meoxtiorng procapamn isrged pereslil
e gt kifi1 e el

W - Capwan ranges dalsm rencens sl
TR, pariadik (memms] seitap ] bl
Fepmnieg krmpjusnire

h. - Bedp wia devidel #"ce dlabinias
lanalisis dun decsirfiens abemand
jenduasya,

1. - Tenlapal eckecirmr vesg
‘mrirpnghlities perphian untch

TEPTUEF LA gy ess KITer Tang eraeru
oz aaimd poricraance)

3. - Terdups! ocksintme dur

din e rrasl Fewand and pisshmenn
Tl AR BTNl Lrgagsl

[pracepan iscgrt Kinesia
|

Ehnir?.l-' grnhani potrmpurasan Dhdiumen Pric s Saieta sang ditrieghan das hemd
erialbis pehafaie bineije sbsnimnge

P ke apupali A0 jarea o
§ 4 e g Al iind,
ddrsn

reivtsl ddidusien renat) Fergey et ks

L i
A

e Tha e Dovdal Lanjin ASJHC DB
perhedban deel AT

el doloumen porenioa MR

Belijm dis

e Ak 0% peaomiendes hasl Fubias
feleh Snndalsnji

Ao e BO%w = orkoTaomiam ey
Wikl i & 15

o STk % < peliilia pang
Ernalakdsajuii 8 HPS

il s 20% ¢ criomrnfas yarg
‘htinsakienguti » 3P

ke, . Jikn wed Aanl yang ditleslai

A
Iedrit: demulakioyuii damn

rrrdids langhat nysfa ardslah tendepai

b i (9 s Farig Sape diiden G

(Fiscls mrTanp peniodie dibecehan hulsnen,
, EEDEFIETRE)

F\F.wl:-lp‘! privahsh peryetipitsiai Delllinmm Premresssiil BBera daem mregjuilie
frarddis: sl peng lebih bk

{doras b bk, Peviad
renmiraf renja ) periin el

i Exfuna;
eih bintle e mobelasiiinga

wa lprpe ek Lasjin
rhstlan desi ATH;
AT pnr:nrl.n.l.lnl

IETEEE

Ferlum ilial

T e > 05 reRnmelEsal sl e lees
melsh Eitnéakd mnjuri

b Jdaw B{M s rekanmsian vang
e IR Lo

u Mo AP« ol pipsbiles §aig
wirndskssjun § Ay

. Hiew 3P+ rekamendsa yarg
ahitidabiasyull 2 3%

=, Sk ek enilae vang dindrelakiaiipn

L
':rnmlll]l].h dienilakinrguil dalam
ol lenghsh rivels ardalah derdapat
fpre i [ban nepes g daper e e
prasls ariap pensle diborukan falansn,
irrwulanan, senesiemani i




Frreyeomy sl bipie i pang teiah iimmcenaican

p el mmiues ke feed mrgTegian di OMTH mensheni den pedu

Mo = U5
firteh -ltr'.uull\lhl-"]l.nl
s, s B{P% < rekarmandant parg
MiEnddlariut & 9%

. Ak B © peRieeream ERag

}Ihﬂdnﬂll.uu 1 AP

wi. Jikm Hf% « rehenesdes pang
rimcdakieyuil & 0P

ik el s pang armisaklsgun

e

terim trirth ditrredadilanket délas
erniuk larighah 2ya1s sl lopdaper
p.||1.|.||k+_" VELE Vg dapad didereS s
pads swiing prrmde diruiubioen |radenes.
ineeusnes. sromedara]
[Trivlmgiar grrdhidiae, arau FIP mrrang
dars g up B

e
edn bemudahisn st tidtielisan
biaidhi b A laTEw vang vakl;

LEb] uriuk i
Fau iCAE Emg hererpemtingsn
Trrdupe! PR e b “-l-d _-l.u

SRR LT L T
Tertnpai SN g wrie flhs Gerjadi
dorwmiahan duta

FITEIg Sty
wmp.ll.ln SEn lomaTis FAng op I.n

-I.ﬂl. Ittt tintuik sveres
i iRl dil-n:.u Fang Talit
Pl & S wirfuk dalm

nag phak rang bericpririsgin:

Por gy i FRNE frlan
h-l.n.ti-nu d-ll.hn.lrr.lu..
[Terdapal BYP vuny jrias il femdi
jermnishan dais

Wfietiap Prgrey) memaien) dan pedud wrrta herdarmitmes (alaih mETewpes Essera jang sish

Firpncanakon

Ll-uln.n'mll.‘rrﬂn Bll" e ek
dalam

b il (b an FRnCENE BRI pe Al
ilifiagy miel doloinres rroesnd ko g
earrus ddual pogeara kel 1P

3 | PENCURTRAN EINERIL o.00
A i Himerie Snlek dilabicias et o
tirerdapal ped ranis prigg lrevis dam pmgemnpulen Sais knege. (Ustuli PFOSOR [Deparkon Parwal | Perda (S0

l‘:rl.n.lhlnn Eirrrie dan Fr g prolas

Hrriapai prioman simi 50F Tefil4ig
preAgiinpilin dans nena vang o in
||'I.||lI

wifuk |

mlﬂ].l-ﬂ'lh.l.l.l'ﬁ"j'l.ﬂl."'l]”
i unmilky Fak das

Terdapal peomggray weeh Faig foes. |
pirlan wakiu detieciiayn)

Terdajel SOF pung jeias ik wrsdi
kriilihen &ne

Sapaikan dokusten 6L paia 0 [Crinimen KL pada PO

Eﬂ!l:l.l ummms [hal wrisms spa reng sken
plrsusdiean alch mislans Fi

o T Vi, B AT PR
i i aranal p-l'h-nnllh Shamiok, Jeng
(T Npadl DO RITE o TusIreEs len
fartamry dalamn togas dan I'un..ll L
A

g




pai mrckiarree yaig pples rtadep EepmmEnE Aam reris veng dapad dlendaloes.

Diapathcan Peewad iy
Pergpainiinan Kinrija din Peagimdgian
Mhana Wiena

Prraliiimi ol
K.ora ! Peavia S0P remrang

Han progom s dais
ineia

wrlrie heeiia 3
WP r ATIP SNEUINE LT (e TANE
plast s

Terdaipal proilatisin @Ei FOF weiang
[T Eulan dara KT VEIE Ui
jdanr;

A Metsdalingi WiTIUE messediinin i

b a1Ea varg valid;

- Al Enrmadahen untuk A ST

gl pikuk g Bethepontin g
Tt petimsaesiijgas i vaig s,
Juolam wmninu delbesnymm

- Tersapai SH" yang e ks Seyec

oot Jia

ettt ban dara Wi

Ine® N st i Kirers

¥ Winasis talah masajed] Bsbursian dalm
Mizasin secars Eheictif dan Efsicn dan bish o Bobd o
Nalinhan snsiin berjeajong dis beibalanmrin a0
- S
| Pizipnen sl riha zrp [ —— ] ) (e—— ey Ser— —— ey T = TR AJRYC Balom el m ® das ot
drinara Lokl = Maney KU pads PO . Rirerrrrgen merisim neimen. brelii
tdrumrn mﬁm ek emmis damn, staii Brierangas
Birerja per ke i bk "
| "'"""'"'B";_";"I e h"'"l" . Tieak sdn krterungan daz tenk sis
e BNU WEWEDLETE I""“"'"' oI L
derighst frtnen
Hiwea Finerje yaog dkumreiisn itk reievan urmik mengekur capaien kenems g dibampkan.  Emengeeck BOOF lrhanl detigaii E-':'P".'l\.l-'.'lﬂl.-ll ATBICDIE Belnim i & apabils ehids e U5 reduoiter Tang

irdnh. Irrirria;
. scpachila 800 < iradibainr Fang
Whiten i Vel Tew emencti konens |
b GG 1
e apaluls &% « opilasior veog |
t!.r‘-"!.lptl.lm yirrg D=k peserikl kerliviis
Ay

. apnbila 3P = ks Fang
ehiiriaphsn yearg triabh mememab kriiees
o P

. afaliils indlksime pang Areraplan vang
sl mananoiy epumne @ R

kil hkaleghakan selvain

meflcit Lingsong ilengan Kiceria

i smanrRs) aten kondsl veng sken diukos
L freg g
jaarisifatinl @il Koralied varg adoan
ehiwrujodksn

- imr

frrwgudnye. Kedra sy sesaran
o miengin wiarng i sisgs bk




an ekl merallibsng capalan b veng diarsgian

immmgreek ST lerkas drngsn R erknd? denugid
ipengiiiig iilan davd Bneie eTgu i an i Rinera

|| -1E-H.¢'_l1||:n rarja inlah dimiulorn sewrs trerkais

faarials IO fixp twelan| Libel buleti (PO [Lap eristilanses]
dukeong paris vl pregiabiiorie ecerDate dakoig peda wedm

bbb sroais Teyhak IS RTRLELITARN FinaTie
mrUpa |
lingas. Tuhar Hadin,

it s | ||

o Lipeirnn Bealsaaal [KL] serams I|1.l|'.|'rr|..'|. m]_-ﬁj-:;ﬁ 1

AFRACIOIE |

Belums dls

e Apmkila =hik dar %4 ndlkcine peng

i iirinpiom telsin neencha®a ieienia
aymbila B < indlkany Feig

el meploan yarg fslnh memenobe krlers

B -

- mpabii 4D < il Bt vaeg

Wpeapiein vang wrlah miemirnuta kniera

b

. apabile X% « indlilor Ve

elipetaghcan vai wwlak wiemenmiho knivos

Al

e vEng b b |

izhah moemeriils kitleis < A

uliasrer disascgenkan melrvan:
- irrhialt lengiing dengan Kibeta
el wlal Woralial veag sl drakur
Wrazibali mepresaranl £nenns
isanarmm| ares kondisi pang skan
Joby g b
K mi A el Do [LiEL T k
fleparu festrcs Binerjs stan SEERCEn
atmirgis Fany diictesbien,

Beliiss dam

o, dlaliaand, s Lelas

b sl Ay rrenlan
br. dilalesidlm liap =emcwie
e difsaiikan Ssap Lidrif

b Tlai mds




Dfaumem Mimer progoum AN T E thr| - w pu"'.uhn:.n Kimazia l.I.Id-Il‘;
urts birgialnn Irrenilan peds £ Lak il

i
Harakn g .ﬁ_mml-!nuh.- kﬂ‘lim A AgA AR
e bty o et

MEALRES B ApEian
ket n mevarh Defferuig debckon 2. 3. 4 i whmﬂ\uﬂn kiririim wiidah
ﬁ.l.l.l.'\:hnm‘luﬂ.lp weliing [

ey mral) ¢

. Capman Kiners dnmdu

I Capwar Kineme MENArnn Istrakinral da mmnerabi Triers
4 Cmpiesn Wiers prognen v beagmira s o e bez Hawrr;

X Corparansy Rires i bngsan dis sui e apanils pelgubioies Keeris voleh
ficogracan i kezmr lorpedn sasdon 11

Hrrigen memenuiy krtiens erhagemans
rlll--l.-\.-ﬁn

I HineHE
mm T , ke ssmicn | Fuig DieTEuEili

b ipahils telidk @i prsgguhiures Kinene
brang leerienjang Wail pe gl ke Hlerja
jetmy |erparg moak menEER bk
frelovnnnd winii litmk mls hulraongss,
feEL A TR BWITATE TP jeh gy

BOQ TR BT L
STt

TP i iEator yrmg sde wad st
EMART dar; mabinip

slur PR NS Tig

riss miilst duil ForgIman sampa denges
sl irpriamianl Frokais)
- Seting bmjang sy Tisgenan el
indikuicr Kizerja SMART yarg formal
S prijadhg ateil Lingeden mermdie
Farge-Large! TR
| inrgapei hohunges kel es snra
ArilEg AN BSU Logkeban
= Teaviapal perghiliiingn Koo pads
prriag wwjsnm e
+ Hamtl proguinirsn dagar o jeert P l.I.lu
S e westrpar! ke sumbroyps
+ Hasdl peigpubuian bojerpseg o
wiidah divaisles
[ Trgumpdan tais s slaE Hnn Terakagl Tl [E Titigeock po alaaan T1 ecn Crapailan dea sohung AIRIC Relum Ois . H-rum.hﬂm i il =
bl kg PO anril s g irrksill privnndssien Tkl i
ktmis Eirerja i vabigt diifeimiaed dome :I.l.n.'lnu lp:'lhlli dalarm wahagi
P amipailan i kiners ‘pom bzmian
Elon fgr Sorpey Kinered S n ﬁﬂ.l i wp i,
| = T
{ |
|
?thulunnuq-nmilh ?il:nﬂ'bm T i JELAS mr‘ﬂ'a-'l r-|-|1.|u|J:||.|u;.l|'| il Eurtg I;;m m;um AT Bulon e e HH‘I‘I‘W'HIIHFH»H
act ipursioan P uniuk penguiuran Ty by oo L (b Adm d i
kv dwita encrs ?mlnmdﬂm fdmrn) lluulpl.ll-d.l].l.mu]‘url
Sprofyralitinee cagaen, ke Tyl i
| o Tidaw mila ajilbdni
Minazja cslal l.u-lﬂ.l.l ik dalami prockedinn — — ]
dan P mrrarsgl dalam
[ T—— vy e R0 B A ° &
Taelaliran Renern (elah e Gaaer dalrs B ipe [T TP P ey r ey e Py T Perwak Kota Bogor miinsg || AJE Tabom don |o. Sewum klieria
Fur e g Lagt perzbanen TTV rerkait Lengrn Klnene l'TPJ.!-I‘- f=. Mol sass) krseria
|- Serprnabat splikoasi AT
PP infuinan § K kiseris
Ih'\-llﬂ'\i'l
- — | — — ]

10



prikinen Kirerja 1rlah mirmped) dmsar dalam pera e n |/ pe it i Liteinsi has

bl furingho Ieih Prrwuli B Hogrir irmimag
(ki e veng recke dilu-n Kk, Siiirwi
mm hsik {ory . ogaa dan funps

Tats Kens Ferarghss

AAK Bnjah/ Exqub
Dok AEHL gy Evieald FIF

. Aiddas TR AT BTSN Ot e

b Tiwlik e

Crreeh Arafals Efsdsiing

1, Dokl soniloring sy
Jcriiangen fan e P ke
par Eulan

P

i B Cnens el e T RrL L Ten FRRLELAN Pl el i s akzben Lmll.:l:\.lf;rhdm minrwn H.'rmlu Ko D'rwm.l.u; A Habon duim fa. dels pragpesualan Uit of el sesd
sty bl dJegan K
iu::l.-.r-n m;-:i.-;r'n Crpmninani, rogas dan fuigsd i, Toilak ada
1 Tura Kens Ferscgi:
o]
[l Samii faibive
Jatran serkan rederusing
prrusaies BUTH pada 1T
: aran binena icish oT— wirwicgl delmm mencapal s, UAlcoian pour e A, 17 P ) A1) [PV D] Rl [ [ O] Ticenm dom |5 ProgU=TEn B boat
HEL 71, sl Yarg | WireaTE dan b perug uln peryTwaEEn B reiogy
i - sy TP A e
oo, bfie i Sl | Dot en il fribern Jz. Mropubourse kiners T sic |
jmeninalakianan hasi! nitt P Arnicg |
Eraloan kiraria. bl ) #irpbajial s
ﬂwuk-uu kineria ielah eifgengarsin pofrausien arbguesn dales meosrarss koo 3 Tiedss Laniu koses RAR /B Befiiri i fo. feba poryemesan ﬂu@:r;-pnul.i I
HELD P Himll prr'uh.l.rnnlnnrl.l.r-q TW, dok renat briers fasrenin [eagnilipies Keier
(bl el didmar ireereatii Rt tinmi! . Tidlak mls
TR et S L e il M
Pengubiaran hinena irlsh = ahi gy talam e [laleaben pamgerakan 1¢ Madag 4 i1 - i i M) Bl dom  fa. s o
s kon Trali § | akp izl real e v ot i Wi et lrirrs
11, Huml peagpibren kdners yeng labs eencana sbosl s maney b, Tidsk ula
fEhpad daasd friudiusinh SSTEan I
EIn#rE AN TErTa e Salir Mesd il
harge lonenn e ek
e i by poerigpn rhian |I'I'ﬂ.l.|-.| Aaljuim
F aknreas ke
T
TTenguUELrn cmens 1w BnEmRErgarahi pEEEELALN Ahgld A AT BT Rl KT weakan ponps i DPA;LIPTA Y] Tafure fdim |u, Al penyesussn @Tuks Sgenisas
DFA daa DPFPS pasls PO, Hasdl I:J LRIP Trivubirmn pals S5 lerena perguirzren koems
LT LR ol ruangsn, | b Tiduh min
angraren farcizah U ursrg plekiiliss das slinen el
e ber dim | |
| B{Tordapar sliecns Sins peRpgesean Ao@EArn GJA0: mendapel KNFTH ek ubant g ek fialapr dod LG GPA | AJEJCIDGE | Bodum dbm . Dimiens Gkasniiaifien
e RS ARggaTal pads P Teidaget | LR Trsuaimn pmla B b Aalm Efwieew iapi talak
jsparsn rerinsggengawntan rang [T janadisds kesoangan, wlisian il et
e u ko eflnesm | progEunE an ivicifing dum aflaensi Tiilik sds penpelaidn
i ail dmcal

11




ner

Kb injmi] S
Aiperiain dsidies mip=ia ||-1|||I-r-|.n |-|.11. Renrans A Kinsnd rafisien
il"'l'.l ML} marumusksn Sodak Enjut dan jlonegs seers berkals
TRl hanili TUndarggan, Dl hafr,
Jrorghaliiiian Bireya triflilerdm, Fiva bigaaiaiil
| pEnioumes SKP den Tindsk
Lamyui ey KAK borkials

e Jebivgicn B fan Feiiane seel
wrdl kerjs dBag oeal doloumen 9K dan
TencEns sks veng haros ool dikak

1 0er

!qj.,"pnq. jiriggrrrkas 1# Tuidag laperan  |Dobuosas, BRI mensz. pails

:Il.l'irluprrq'l-ru'nrnihlmlllm _;lnll.l dn hmilmulurun LT 1o ) [211) phumish dobumen S5 an rrncene sesi
FHI pergwrnld padda PTI [ pregairal dibsgy ofal dobitines BEP dan
ettt Ak FReg A dilea dikali
1 P
E_ PELATORAN KINERIA (1]
T 1 e e
ST e e, e 3,00 & o o
) .Im;rr;.llp_“: Kitsrrja tckah disiines Claparisen dodnime [AF Tebun WG LA DFD Teun JHL T elom Saei  frukup jcine [P —
e e
.‘1hh_|||r|-lall||-| Hirwsrja Telah disnas secars Fekals Clapatian lazoren Depausn Rirema per J..rprrrI:Ll'pn-\.l.lrrrnl LT Brlum raim Ir-llju:n _II'-H'I
e lan Trtwiilin set  Scibeidran
] =5 L irlsh ek rl.-llu-uh dusii e teali o8 Dhabrsireh LETD tefinty T Mediim (e Fukup Had
rafelacangiai dal iocap wiranicaangen b Kema
U dan cap basst
shtmrn Laperan Feneme ielah dimeai. iC#E lembar veriflas LRIP P Lembar hal Terfkas LS YT Belum dis  Eukoy foms
g
=n iriah aie “{OEh mrala trrisia bsbairen LAKLP BRPTI R ol | AR BEFLl padds YT Telurs ihsl pukos joise
bl Do o] e benirsn SRPTH Enri we e SETE resmi
fan [ SAKIMHois Hogos gouid
T T _.|_r|r||.||| dltrere toleh dmenpadibh irjel dsking bak Rladiar mes AT, g is e ¥IT Briuo idisi  frubksg jckas
s Perpres Aot Tahun HILS ar arnpan g id die
e tipriman alain Peipie M
Hi Tehun INTS
i
[T T e ———T T pr——— e |
manggatibaring Kikllias stas Eloscja, o o
i ‘i D i it &0 a, 00
L p.lﬂ.l,thl'.lmﬂ-._p-mn | . - 1 —

12




A|[sstirnrn lagnaail Kreia didnmes secars bevbuaiites seim deipan slamls

sz acks dmunun berdanarksn
Pestertipan 53 Tadim 14

. Mengubar bealitan s
il Bek O CHIF FOO

1. Mrmbuslirgien amimm
it dan Fralisan Ginone
fshun d;

1. Meesaculhmghisn aninms
TrEIsEM ALUrTiE BeTiE
apeian Kloeta liin sl
jdrngan. isbun ks ilsn
scherape tahen. lemakiar;

1, Mrabanirghat froalesam

i dimgan incEe jEngks
rocrezgah yang ierdspai
el maai dloinii e perrird N

oo
. Mrobsndngisn el
pidfeTa ndviin il
plengan stismial niwocal (pha)
i
1. Acsirsis propcbab
et bami b | gl wian
TS T A T T T
s AbEmarie
® yarg telah dilebrasan;
Wi, A nia alas riimens
HEngEuradn aomnbs Shra
IT.

Sy TICTAT ROE
e beaadlinn sanipis
o g g, e s s

Pomisinen Encoe.

rirsria samps) (engiin i I

(15 = ILET H 1

s kg an

mistametiks. Parmanpan 53
i‘l'll.u ana
u}'r-ﬁlmn-up-nn‘ inlah surch mhnmas T Aiieris [Analise Tm LAKIF HiD ik e 111 LHP e ==y =g Ty =
TS gegiban inkerman hinsgs
dlargan ful diesedin
per [T re P Pr—— Wiialine BAE (] LARIF apabsh min  [Bus 0 kD T Telam dlial  |runily prim
anikermaasd perind lngan ceelisan
g:“.l.ﬂ Targe: mhunan peran s
Pl juntsli tahin Yerkemssri
“EDlirtes Lagean Rimeis i9Ih Srngslsian prosning reakass SR Jgen (Rt janghs Selul mergaiy pedn SSTAT Vah 10 CEIP T o Al [akity felas
saerirngahi.
bhshines Laporai Kiseri ickli micngmilsimn pritendingen ksl iooers drmuan ol pabeak; LAKTP vedad Hah O LRIE T Wi dilm fukp jrkes
Tenena mirn-rahan sehslimaya el =
o lirta Bures wakiz 1 labun
krpakang dan agadud Irlahi
abunghoipast falim barmid pesislasan
rrmaisn lenrne slans 3 oihoa sk
Dk |aguran Kizeria 1R mengiskns DeBandingan rralsss BOrs Gengan rraas ST a by CARIP Drinh reomasnidos [Bah @ LR UThi Beti, el friiloin jaleia
kencne di iceel Jjinier= L (Mencamark Kneria isfietaas Fralisasl kiverja SKPD dus
Farunganines rerfadap kiers inghat
Knia{ Mmpisl ¢ nestonsl
e = _ !

13




lan ! miau harghaiatiijs.

1aE SR CETELT RineT)e bl avae gimla

m spuieh LAND cciah ovemusc
nferas Oy e ilalam
Tl Uk @ AR Bt Vi

Thaa narge edidi 1ereapa
|i"."“ Tah a4 1 (T e

thmI.IP‘

Dl i

Eilkcam pslan

" EDaiumrs Lapume Kiteria 10lah mergelohan = tiresl 4la peiggiinaan smher des dalam Wt T LHIF T Tahm B8 [ukiip oies
Imetiiuiial kein irrEang F
| SlirSer e Goreng, g,
| T bk sl R PR
ke Lazaran Kimerp wiah Tnkoer, Uiaye (sl van prusr i = kel diieiam LALE \ebih  [Hae [V LKIF T Bt ikl [ty pelim
jiepat (Roisnrivies prrbsshan kinera) T r alani ['ijparya
a ¥
alalare j [utihs Railbn argar
i Fan |
E-.i Fulaperan Hicers isk ssnbesitiss despal peng bow T
daliis prafesusime wrabngl el dalem T80 | o i 1] B
B|lafor s dabain laprainn kezrrs wdeiu amms AR pImpEAn (BerAn iy e |Lakib & Fonnan |Heed Nwasniare; Rt AT Tieliirn i |, Katataramn dam Dal] £ o]
dsilan lial hosiFoion ierSsslen rened rutts pechahssss
penarajuikan whieajs di BEPD iy dan  frapsan Fsporan:
-rin
i=ormas laparan kirere
AfFerrajian misrmasl el Wi LT I.b‘.'l'l,ll:l].ll-h.-l.'rl‘!'ﬂ.nu.l.l'l sicruh pagerei Latabsi i Sy e s prgs e flam] Wemancara | B "Brfirm bl b= Rricrenpan can Suks MreEmi
jnrnalami sera Liengrietiug i i 1. Tifak sdw krirmngan £am ddak sds
putneTe yurg s dalarm EAKTR Fillin prifhalisser repaan Twudmi e
Boisarys {
. fdizl knene tekib iy Halarm prEffpeissf akisilm uitiik Teb= dan analiss corzi mengr e KIP Triwsilasen dan Maney | A/B/C/TVE | Delum disl |5 spehie p X Tenratiat
Tl S Waiiefia % Ligioran erkisis slas LI Form B AR Wby =an manpelaruh
| o Mt kiagi ladyrn pedabwansars Mrnrens Al Tahun Hxl : a elintéijag
pricdcomiip prigeas i el wialbeas | Dt belum merpduru (ehagian|
arggaran. Canah 1k terdapst » dpeitdls juian lastan barm beruidad
ierdhahan targel dapai Stilkmb Sengan
perahiahan eltbilas foofithan dd =c® = ! k
Lopiniari = pui il Dl win
#inborrrant dalemn Seporan SimaTin IMCKALS SeS (| ekl Skl e i progguar [Tiii S wrmben unnik mengeiahil | |[LAEF prels DAL B janales | AJNGC GVE | Refam Gis b, apalas peossfaninn borase diassasl
gt el e L eTrEgE Ruvere mpwiish lapure= berkals ielsh orwiarggan, eicki il dan SEL FETRE L ]
b Liktnies ilaldin bt dacya| . apmlrd hernilan Al roal
TrcniLmng ) peTgesRran | el ialien el [T ———
EpE R D (s eerdd e i gl prianbaslan hievn Soradn
‘petibalun target dapes difun dengea p—
bl aknbilios (huresan dad sib . ke d &
| i, o v rien, bl R A 2V . apradiil txladd st prmanisatan
d|-|I‘-r-rl-llrh]lmII|=~=~‘I-m'"'I-=u=-l--|-l wiah digenaan Sakam rraluasl pend apagal krbethamlon bnme 1l iz eemEwe LRk mingEes KIP pasla AR CITHTETOTE | Mt dfe | apasiis pemanaman Borsde chsicnat]

Lagiakali LAKIP! laprran berkoils inlah
M At e & Tagal disr capaie
feriens SEP i weilap jefking

frerterhtaniban begagalan
=ragmmml

pian meoysloroh
i

. ap serad s f
belim ¥ Tt
fialifgi prefailisilen hines
me L AgLEn
:u. borang o daark

. Apilide ik sde

14




k rirrys Irlahi digii dalatn jir 7 E narg £ a1 LEW ininh mermust  EEIP mish meoosin NITE | Bl dits |a, apaiels pesisnlasian 1 rawee= )
ks Ehsdaq beyikusays el Fid e gerbarkian| dan fichmncialio) perSsskan) | klsan, rarvuysl uirady
dekumen Reng Tebun terjalin wanik wlan Do s Reaja Talie -N Termitar vl r
‘salom red lam ek 1 feclum fianch
l‘rﬁhdqufﬂn‘ dalum proFreiidian wpabi T et i Bt beradin
el Bine e ilalnes e apgins
rerizuim 1. dgatela, sty dEnan s
| - Fpahilin talah aria pr
TRnirman dalmn eparan KINeTin selali Brem pemganis perilehan Falave Hiser 172k tlan aiiling apabaly LARID dagal  Laqerres copmes R0 BT L | Do i k. il penmih i N |
TP prErega el builaye iney s Bfieragui taliih sdyclistiipe sn oenyelamhb
kAt [penrEpaien csutpen | 1 mermls
vahestne] miclalin Lapérn capeasrs S0 i.ThuThlll-lI.ﬂ| mes e il g
free betrcqid Tocradn gebedii it i o ki spehils prosoenes heos bepals
: i’ agien
ST A mp———
4 blm_mnll HINERIE (NTERNAL ERHI @ I
& Eraloasi Akvanshlhss Hlasris Censamal celsh idshsinakas |
.00 o [ |
II?-'r.-q-l pteiman telis Exudiisesl Wi |abiies Baerte Lt el jspekah alan dmiur oyanm lien pal Trann rralonm Pedoonan Tk | S0P T Tl il WUk b —
1 i Engk BEPDF | filkiay vaiig o han smiuk  Evsfusw AklE niomal
rr\.l'-llnu.r\-l'l.ur. AR, kEneria BTl
C3F Ml [illids T reaanipuir s
Taliuas JF] I
FEvalus & K i velsh dilskaasake aitd seharuly Uil Bevi ! peraig Clapilbinn Seond 1Bl ITull?mIl--r'l.:rhl-dTal.m Tugss T Delum dlsl  rukup s
darrah. | apakab eniss samgal o bidsng Sagias?] plari Kepals Femsgesr Oeemah urrsy wlan Krepals Peranghan Cuarial
AR
| Riserja hemal
BT C [ tnlah dillenakns. serars herenpang Ciapatiean |spoiai Fasl Boailiied ARIP [Lapsrie Fasd Brabnm ARID ¥if | Dlrcium esm  jrokop jeiee
| fnicrmml Hmemal
T‘i—u—l ‘Akzasahiliizs Hlaerjs telal £k .
ansaie beilinalited dopgin Bosiber [legd racg meemsdal .80 o o
i ey i | ivlal diak ErELIE i kzih palal inlaki i T haadl ANTP | AFBACIDUE Brbum fam |u. apabde mmusm od
I EEIAL hn-r::u.l.n FErsiuran yang ‘wrangka Dlaerah Fiiifis pada fedeiran cvalimin ey
Yrrilahini Krtiay borja aniling Sporees bt wendin peng welipa s deepas
el sy AKTT selaly ! fLEN & RS dan
olakmanakal) d= e walidal fdireaed i (Taiond sesumi dengen kefruiuhan;
. apabia el 32
| imrmuinakan pedamarn H.“'al-n. I.fg'#
mrdin
| e & HE, runu.u':u.nlﬂ.hl.-;ndun.ul
telum setinl Sengd Bevslind v
| il harm pase;
= T ik drngsn
mirnggiicalkan pronmes rYELLER FERE
| | bt vas) aeradifl FAILE SaTe jerai priusian
preabzam Werpan k55
. his i kean derigr
etk [ J
| i RE
o hila Foalesnd i =agaii
| mricde mm San Emeinye Diak
e oy sirprelsn Lrighal maunizhidiss
pristaad 1fiSalag kinerinye
T — — S

15




SEvmtm Abunistiziee

oeeh SHH vy mrrimim.

yHTy Tk b T

= I" AT Mempinan uminic

i i Ve 11

bk oleh

sk M'I;\u-. pElaiiban diil,l

STl realilam ARIF

:
Bt Priacghial Dlarrial

divniek ) pelasian i kanior lrn-dlr.

1. apebdls Fraluan diki b oleh 1
hasyn Exporessms San KFTR LHTEYS
lq-! :nl.ru I:Il.h mengEul soainlma

{ btk pelaithin di kamier

mardir

. epibcis roesnee ey dilsin ke kel

Tife Ving Retia Sepetvusor ATAL keius

AUEAA R g sidah sreagliun

mrsialineni  wzricshon tamoek o pelanilui

ek kemniior memdin

i, apeils ceal s dilskubian sich Bm

'nn.g henye sebagan SR s Mirtyh yaid

.;udl.h il F TR BT T PRy Py i
etk 1 kmnter

i -plull.l.lil Fenlbia Paiig ddakiuibsn ootk

e vaeg slumh enpgeeanys kum

e koo powtslises ) werkshop ) ek

ecigdiert il aniie sendin

FiE L Tims T | 4 tatah dikabssiannn iengdiip

‘i_-El-llllinl Altiritahiiding Kinere litermsl 1elah T e pefia srkirns i hema) poaegast
':I‘|.l|lrjh i egia A ng el fesra e da R

purimnl bimim] e b AL
b ;

il beg, o pori, Ml evalean AE0F
relad P,

koimponen - Enpane ey ads delarn
JKFE acisii Pririeespan 88, 2021

I'IA'.rl-J.l. Korm Aondins Lapeien
ham] Evmbsam AN loeemal
‘lakisanakan dengrs

r="idldman vang mefata

i fnwaal Wrowris
b Beium sreum ketiens

rlnl].l.ll lapare= hasil nu]_'lu.l AT

telms il

jraiia
rolurqh vmdr ke tagin ¢ hiedain g
pergran den kegenan talah

rreom] weung meane kners Ferangha

plarrahi

Lagrman hasll soaluas AR

Lo S , Tims Klraerja |
1 FT= T

d tedah ikl o gk e Telawdagl binee e

Labrakan konfirmand dab meeiha
Jrerm LA afiiland eerselini) Al SEPD

Imprwaniee BAKIF trlsh moningst mress rreioami
ek maarikan Taaan
Mmuu—-ukl—-hhn_i--u.—um

hkmfakilitas Hlasrja lessrmsl

TRE=LHT DT T IETEH E L TR IS e )
oarman

P megineksin apkkeas zamnun b=iono
fasaan il Fiagah e sirsn

o bhetum mrngged sk apdikas

Ifehrat rehonerad e sine hasl] ro s soumiahlioss kizscs miermal celah d s Kampuni

Tl Rrkoiprpd s Lapwmia rajfan
i b ;!

kst drebak Largje Bucel

Lapesrms Mosgioring TL uniuk

pienpetalun dpahah rresuirsilam inlai

At 1 ke jun

. ik = S reboremudsad Bl sl used
b diterlabdarrab

i, oiila S0P < feipenenilam vang
eliticdabilargun, = 9

b= JAden, A0, = prkanianidRe varg
it ki bl v B0

STk %4 pesprertlam pang
slinzilakaiun = 4

. Nl i RN S kel
e

Briteibe tedad ddsiu ke u i duno
ek lanjgks b myeia sadaleg 1rdegied
THTIRN Tvass rRog dapa elieen e
paris sriap pencdr Srthisubions
piErsLlaiEi




clah teijedi pronglaian impieiestas SARIP dengdn mckalosomban Luiouban soalis apeast mkeomdssy] 1.2 a. feim procgksian
b brnifrilial hasald realisal skuntsblins Koens miemal braiij - ditw—iins  eelah mir vk ' T Tiilak aile peiiingisman
Hampak  peningkaten  Epeedenlas)  Sdbun edbelomne Thal BLAKTD invrerren] rabvss sebbom i
AT 3 Iayymdan LYt jibranding rilsd SUKCIP insamal issun peng
fondakdmngui IFrhuadae frenaliiass
baamgiin Tiara] LRTRIT
| mEurnsias
|
| | |
il Evapinn Alciiskliee korme iomal Csh i an uniue pests dan L i kul ¢ L I Eraluas herinlm B | Bewitn diow . Mis prrengiaies
peranghangn s bis kiieie brang  diteriien b sish SEIT i, Thibak isie penisghslun
bl periaadann  danh  penmiphalangt.  lapores  Doire  =rs Hal RAKIP ireerma v s besii re=se
k bilicas knera dapan | Manating Fial Inddast o i bmnclirg milsd SARY ksrermal cabvin yang
& kriieria ki Wil kil Pegasacd b v i
2 nadl darz Eve Ao Bina Kinens 1 iwlah o Frniban dalam mendebning ek iFossflalukon arakas apeieh saes dan e [ A/ETCIUNE | Dolum diom . Polal shsens degan [voilsl sogs — 1
iati elschm kincia Frinmendin varg 4ibsrices sleh | | ik flsn nies rremirgiosd
plims i lln unink prrtwdsn Sam V. Wil effiecrind denges peeddesi mcoggui
1=gh i e baafk flan nEss el ikl desin g
k el ey | . Filai efimiero dergan pred s bk das
Prrianmad g tdas DEmpUOTE 28T bl efckil Baw teemirnghat
binghir rerhmlap pemrepalan e 1. Mla eftaendd dengen ool baik dan
ERFD (Efsea) demgees onrn meklial 1ikal wfebo Sima cilak paeniboghe
frTiall TP yang devalussd dpakah #. Mini el mers cegan presdion g
bplanjnd yung sxlak Takoen Senpss plan misi cisaiiitios ldak ezl
Frimifiian Saasrsn mesh ditmuaen Fidlai #lgienal OPT Sl dan apakad
HEAIT Tenrrrieran Beisrgsn
Fillui risicon uni kerja dillust dar milad
BorAfa angERran Vg SERTIRGMEn G
wungUaeal ik by el Jdun Ml celiiiag
aitihal 2an nisd CRAOBAN EAESTE CTFTIE
Flotnd T&EUn rang Srveiusm Slmmzng
idl-rwumld TEN BRHE Wi
MTeiat erisd p Ban k=crm kan Emad sl lins Rarsn dan Tepnmeniesl apakliis |apoas Fealiem b Arh Belum dim  |n ASe FETiTgRCan
il i i3 Vil [ L - =i ¥ rang Elak olaby HKH b Tadak sdi poningEwisn
fan FEningEstan HzET éniurch Laporan  Klums s
Vi v st et Tijuan S0 1 g i
Initiancar Kirerjs ekl
e s

17



if.

iii.

iv.

vi.

Penjelasan Pengisian Lembar Kerja Evaluasi untuk Tim Evaluasi
Akuntabilitas Kinerja Unit Kerja

Penilaian terhadap butir 1 sampai 3 terkait dengan penerapan Sistem
AKIP pada instansi pemerintah, sedangkan butir 4 terkait dengan
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal, baik yang telah tertuang dalam
dokumen Laporan Kinerja maupun dalam dokumen lainnya. Penilaian
atas butir 4a, b dan c didasarkan pada pencapaian kinerja yang telah
disajikan dalam Laporan Kinerja maupun dokumen pendukung seperti
Pengukuran Kinerja.

Setiap sub-komponen akan dibagi kedalam beberapa pertanyaan
sebagai kriteria pemenuhan sub-komponen tersebut. Setiap pertanyaan
akan disediakan pilihan jawaban ya/tidak atau a/b/c/d/e. Jawaban
ya/tidak diberikan untuk pertanyaan-pertanyaan yang langsung dapat
dijawab sesuai dengan pemenuhan kriteria. Jawaban a/b/c/d/e
diberikan untuk  pertanyaan-pertanyaan vyang membutuhkan
Jjudgements” dari evaluator dan biasanya terkait dengan kualitas dan
pemanfaatan suatu sub- komponen tertentu.

Sctiap jawaban “ya* akan diberi nilai 1, sedangkan jawaban “tidak”
diberi nilai 0.

Pemilihan jawaban a/b/fc/d/e, didasarkan pada kriteria tertentu dan
Judgement evaluator. Kriteria sebagaimana tertera dalam penjelasan
template, merupakan acuan dalam menentukan jawaban a/b/c/d/e.
Penilaian atau penyimpulan atas pertanyaan yang terdiri dari beberapa
sub-kriteria dilakukan berdasarkan banyaknya jawaban “ya" atau
“tidak” pada masing-masing sub kriteria tersebut. (Misalnya untuk
menyimpulkan kondisi sasaran atau indikator kinerja, dimana
berhubungan dengan lebih dari satu sasaran atau lebih dari satu
indikator kinerja, maka penilaian 'va® atau “tidak” dilakukan atas
masing-masing sasaran dan/atau masing-masing indikator kinerja,
baru kemudian ditarik simpulan secara menyeluruh).

Dalam memberikan penilaian ®ya” atau *tidak” maupun “a/b/c/d/e”,
selain mengacu pada kriteria yang ada, evaluator juga harus
menggunakan professional Judgements-nya. dengan
mempertimbangkan hal-hal yang mempengaruhi pada setiap kriteria,
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viii.

dan didukung dengan suatu kertas kerja evaluasi.

Setelah setiap pertanyaan diberikan nilai maka penyimpulan akan
dilakukan sebagai berikut:

Tahap pertama dijumlahkan nilai pada setiap pertanyaan pada setiap
sub-komponen sehingga ditemukan suatu angka tertentu. Misalnya:
sub-komponen indicator kinerja mempunyai alokasi nilai 10% dan
memiliki 10 (sepuluh) pertanyaan. Dari 10 pertanyaan tersebut, apabila
terdapat 3 (tiga) jawaban “ya"” maka nilai untuk sub- komponen
tersebut adalah: [3/10] x 10 = 3;

Untuk kriteria yang berhubungan dengan kondisi yang memerlukan
penyimpulan, karena terdiri dari beberapa sub-kriteria, penyimpulan
tentang kriteria dilakukan melalui nilai rata-rata;

Tahap berikutnya adalah melakukan penjumlahan seluruh nilai sub-
komponen yang ada sechingga ditemukan suatu angka tertentu untuk
total nilai dengan range nilai antara 0 s.d 100,
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WALI KOTA BOGOR
PROVINS1 JAWA BARAT
PERATURAN WALI KOTA BOGOR
NOMOR 189 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN UMUM PENGAWASAN INTERN

ATAS PENYELENGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA BOGOR

Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BOGOR,

‘A bahwa dalam rangks mewujudkan kepemerintahan yang

baik [good governance] yang mengarah kepada birokrasi
bersih (clean government] yang profesional dengan
karaktersitik adaptif, berintegritas, berkinerja tingg, bebas
dar korupsi, kolusi, dan nepotieme, mampu melayani
publik, netral, sejahtera, berdedikasi, serta memegang
teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara, periu
dilakukan Pengawasan Intern yang transparan dan
akuntabel di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor
melalui peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang
efektif;

bahwa peran Aparat Pengowasan Intern Pemerintah
sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan dalam
wujud memberikan keyakinan yang memadal atas
ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian
tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi
Pemerintah Daerah (assurance activities), memberikan
peringatan dini (early warning system) dan meningkatkan
efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas
dan fungsi (job description) Perangkat Daerah dan Badan




Mengingat

= o

Usaha Milik Daerah (anti corruption actitities), dan
memberikan masukan yang dapat memelihara dan
meningkatkan kualitas tata kelola penyelengaraan tugas
dan fungsi Perangkat Daerah dan Badan Ugaha Milik
Daerah {consulfing activities);

bahwa berdasarkan pertimbarngan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Wali Kota tentang Pedoman Umum Pengawasan Intermn atas
Penyelengaraan Pemerintahan Daerah Kota Bogor,

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang RKeuangan
Megara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang MNomor 1| Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nornor 4355);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerash (Lemmbaran Negara Republik
Indonegia Tahun 2014 Nomar 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6573,

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 20008 Nomor 127, Tambahan
Lembaran Negara Hepublik Indonesia Nomor 4890);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Intern Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
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13.

o

Negara Republik Indonesia Nornor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2019 Nemor
52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6323);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007
teritang Pedoman Tata Cars Pengawasan Intern atas
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sehagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8
Tahun 2009 tentang Perubshan atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata
Cara Pengawasan Intern  atas  Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007
tentang Norma Pengawasan Intern dan Kode Etk Pejabat
Pengawas Pemerintah;

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara
Nomor PER/O5/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit
Aparat Pengawasan [ntern Pemerintah;

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2009 rentang
Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Intem
Pemerintah;

Peraturan Menteri Negara Pemberndayaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2011 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan [khtisar Laporan Hasil
Pengawasan Intern Aparat Pengawasan lntern Pemerintah;
Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasli Nomor 28 Tahun 2012 tentang
Pedoman Telaghan Sejawat Hasil Audit Aparat Pengawasan
Intern Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 638);

Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2011 tentang
Penyelenggarann Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di



Menetapkan

T

Lingkungan Pemerintah Kota Bogor (Berita Daerah Kota
Bogor Tahun 2011 Nomor 2);

14, Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 66 Tahun 2012 tentang
Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemeriniah (APIP) di
Lingkungan Inspektorat Kota Bogor [Berita Daerah Kota
Bogor Tahun 2012 Nomor 21);

15. Peraturan Daerah Kota Bogor Momor 8 Tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah [Lembaran
Daerah Kota Bogor Tahun 2017 Nomor 5

16, Peraturan Daerah Kota Bogor Momar 3 Tahun 2021 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor
{Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomaor 3y,

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN WALl KOTA TENTANG PEDOMAN UMUM
PENGAWASAN INTERN ATAS PENYELENGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH KOTA BOGOR.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang; dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Kota Bogor.

2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin
pelaksanaan wurusan pemerintahan yang  menjadi
kewenangian daerah otonom.

3.  Wali Kota adalah Wali Kota Bopor.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan
Dewnn Perwakilan Rakyat Dasrah dalam penvelenggaraan
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Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kota.
Inspektur Daerah adalah Inspektur Daerah Kota.
Pengawasan Interm adalah seluruh proses kegiatan audit,
reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan Pengawasan
Intern lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi
organisasi dalam rangka memberikan kevakinan vang
memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan
tolok ukur yang telah ditetapkan secara efeltif dan efisien
untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata
kepemerintahan yang baik

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang saelanjumya
disingleat APIP adalah Perangkat Daerah yang dibentuk
dengan tugas dan fungsi melaksanakan Pengawasan Intern
di lingkungan Pemerintah Daerah Kota.

Auditor adalah jabatan yang mempunyai rusng lingkup,
tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan
Pengawasan Intern pada instansi Pemerintah Daerah Kota,
lembaga dan/ atau pihak lain yang di dalamnya
terdapat kepentingan negara sesual dengan ketentuan
peraturan  perundang-undangan vang diduduki Pegawai
Megeri Sipil dengan hak dan kewajiban vang diberikan
secara penuh oleh pejabat vang berwenang.

Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di
Daerah yang selanjutnya disingkat PPUPD adalah Pegawai
Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang
dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk
melakukan kegiatan Pengawasan Intern atas
penyelenggaraan urusan pemerintah di daerah sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Auditor Kepegawaian yang selanjutnya disebut Audiawan
adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang,
dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk
melakukan kegiatan Pengawasan Intern dan pengendalian
kepegawaian Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan
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peraturan perundang-undangan.

Program Kerja Pengawasann Intern Tahunan yang
selanjutnya disingkat PKPT merupakan upaya untuk
meningkatkan efisiensi dan efektivitns  pelaksanaan
Pengawasan Intern dalam rengka mendukung capaian
kinerja Inspektorat serta sebagni dasar untuk menilai/
mengevaluasi kinerja APIP dalam pelaksanaan kegiatan
Pengawasan Intern.

Pedoman Umum Pengawasan Intern atas Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disebur PUP
adalah acuan bagi APIP dalam pelaksanaan kegiatan
Pengawasan Interm.

Standar Pengawasan Intern adalah kriteria atag ukuran
mutu minimal untuk melakukan kegiatan Pengawasan
Internal yang wajib dipedomani oleh APIP dan pimpinan
APIP.

Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan
evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif, dan
profesional berdasarkan standar pemeriksaan untuk
menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas,
efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas
dan fungsi instansi.

Audit terhadap aspek keuangan tertentu adalah audit atas
aspek tertentu pengelolaan keuangan yang diselenggarakan
oleh instansi pemerintah atas dana yang dibiayai oleh
APBN/APBD dalam rangka memberikan keyakinan yang
memadai bahwa pengelolaan keuangan telah dilaksanakan
sesual  dengan tolok ukur yang telah ditetapkan
sebagaimana ketentuan yang berlaku agar tujuan
pengelolaan keuangan tepat sasaran.,

Audit Kinerja adalah audit ntas pengelolaan keuangan
negara dan pelaksanaan tugas dan fungsi instansi
prmermiah  yang terdid atas audit aspek ekonomis,
efisiensi, dan audit aspek efektivitas, serta ketaatan pada
peraturar.
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Audit dengan tujuan tertentu atau yang biasa disebut
dengan “ADTT" merupakan audit yang dilakukan dengan
tujuan khusus di luar audit keuangan dan audit kinerja_
Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan
untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan, standar, rencana, atAu norma vang
telah ditetapkan.

Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil
atau prestasi suatukegiatan dengan standar, rencana, atau
norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor
vang mempengarahi keberhasilan atau kepapalan suatu
kegiatan dalam mencapai tujuan.

Monitoring/ Pemantauan adalah proses penilaian
kemajuan suatu program /kegiatan dalam mencapai
tujuan vang telah ditetaplkan.

Program Kerja Pengawasan Intemn adalah langkah-langkah
prosedur dan teknik Pengawasan Intern yvang disusun
secara sistematis vang harus diikuti/dilaksanakan oleh
APIP selama pelaksanaan Pengawasan Intern untuk
mencapai tujuan Pengawasan Intern.

Kertas Kerja Pengawasan Intern adalah catatan-catatan
dan data-data vang disusun dan dikumpulkan oleh APIP
secara sistematis pada saat melaksanakan Pengawasan
Intern.

Laporan Hasil Pengawasan Intern adalah media yang
digunakan ecleh APIP untuk memberitahukan  atau
melaporkan hasil Pengawasan Intemnyva, schingga
berfungsi sebagai alat komunikasi bagi APIP kepada pihak-
pihak yang berkepentingan.

Risike adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa atau
kejadian yang akan berdampak pada pencapaian tujuan
yang dinkur dari segi dampak dan kKermongkinan.

Kendali Mutu Pengawasan Intern adalah prosedur-prosedur
vang digunakan untuk memastikan bahwa APIP telah
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memenuhi  kewajiban profesionalnya kepada obyek
Pengawasan Intern maupun pthak lainnya.

27. Kode Etik adalah pernyataan tentang prinsip moral dan nilai
vang digunakan oleh APIP sebagai pedoman tingkah laku
dalam melaksanakan tugas Pengawasan Internal.

Bagian Kedua
Malksud dan Tujuan
Pasal 2
(1] Maksud ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini valtu
untuk  mewujudkan  Pengawasan  Intemn Apar

penyelenggaraan  Pemerintahan Daerah berjalan efektif,
efisien, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan
nepotisme, serta untuk menjamin agar penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah berjalan sesuai dengan rencana dan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

2l Tujuan ditetapkannyva Peraturan Wali Kota ini yaitu sebagai
acuan dasar oleh APIP dalam pelaksanasn Pengawasan
Intern untuk menjaga mutu hasil Pengawasan Intern.

BAB 11
PENGAWASAN INTERN

Pasal 4
(1} Instansi yang menjadi objek Pengawasan Intern terdin dari:
a. Perangkat Daerah; dan
b. Badan Usaha Milik Daerah.
(2) Pengawasan Intern dilaksanakan oleh APIP.
(3] Unsur APIP sebagaimana dimaksud pada avat (2) terdiri
dar:
a.  Peabat 3truktural;
b. Pejabat Fungsional Tertentu meliputi:
1. Auditor;




2
3

FFPUPD;
Audiawan;
€. Pejabat Fungsional Umum,

Pasal 5

(1} Pengawasan Intern terdiri dari:
a. Pengawasan Intern untuk memberikan kevakinan
|assirance); dan
b, Pengawasan Intern lainnya.
(2] Pengawasan [ntern untuk pemberian keyakinan {assurance|
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
B fadiy, terdin dari
Audit terhadap Aspek Keuangan Tertentu
[Pemeriksann Keunangan Bukan untuk
Memberikan Opini), antara lain;

1.

al

b)
c)

d)

Audit atas Bagian dari Laporan Keuangan|
Informasi Keuangan;

Audit atas Laporan Pendapatan dan Biava;
Audit atas Laporan Penerimaan dan
Pengeluaran Kas;

Audit atas Laporan Aktiva Tetap dan
permintaan Anggaran;

Audit  Pengelolaan  Keuangan Dana
Dekonsentrasi;

Audit Keuangan lainnya sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan;

Audit Kinerja, antara lain:

&)

b)

Audit dengan Sasaran Ekonomis, Efisiensi,
dan Efektivitas, serta Ketaatan kepada
Ketentuan Peratumn Perundang-undangan;
Pasca  Audit (Post Audi) dengan Sasaran
Ekonomis, Efisiensi, dan Efektivitas, serta
Ketaatan %epada Ketentuan Peraturan
Perundang-undangan;

Audit Kinerja atas Penyusunan dan



d)

el

fl
E)

h)
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Pelaksanaan Anggaran;

Audit Kinerja atas Penerimaan, Penyaluran,
dan Penggunaan Dana;

Audit Kinerja stas Pengelolaan Aset dan
Kewajiban;

Audit Operasional;

Audit atas Nilai Anggaran (Value for Money
Audit);

Audit Kmmerja lainnya sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan;

ADTT, antara lain:

a)
b
€}

dj

€

il

k)

1]

Audit ketaatan;

Audit investigatif;

Audit atas tindak kecurangan (Fraud Avdif);

memproses penyelesaian tim penyelesaian
kerugian dasrah;

Audit khusus terhadap adanya pengaduan
masyarakat terkait dugsan penvimpangan
pemeriksaan terhadap kasus kehilangan
barang milik daerah;

Audit atas pengaduan kasus dugaan
penyimpangan,

Audit atas kepegawaian;

Audit atas pengelolaan barang milik daerah;

Audit sosial seperti pemeriksaan bantuan
kegiatan (Bantuan Langsung Tuna);

Audit atas Catatan-catatan akuntansi intern
(Internal Accounting Records;

Audit berkala, pemeriksaan sewaktu-walktu,
maupun pemeriksaan terpadu;

ADTT Dberdasarkan permintaan instansi
tertentu;

ADTT lainnya sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan;




B

Rewiu, antara lain:

a)
bl

o}

d

e)

i

Reviu atas Laporan Keuangan;

Reviu atas Laporan  Penyelenggaraan
Pemerintahan Dsaerah;

Reviu atas Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah;

Reviu atas Rencana Kegiatan dan Anggaran;
Reviu atas Usulan Revisi yang Mengubah
Plafon Anggaran;

Reviu atas Aspel Keuangan Tertentu;

Reviu Aspek Kinerja Tertentu;

Reviu Pericdik atas Pengelolaan Keuangan;
Reviu atas Aspek Tertentu Penvelenggaraan
Pemenintahan dan Pembangunan;

Reviu lainnya sesual ketentuan peraturan
perundang-undangan;

Reviu Risk Register Perangkat Daerah.

Evaluasi, antara lain:

a)
by
c}

dj

el

h)

B

Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah;

Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
Evaluasi Pelaksanaan Zona Integritas;
Evaluasi dan Peniilaian atas Efektivitas Proses
Tata Kelola;

Evaluasi dan Penilalan atas Efektivitas
Manajemen Risiko;

Evaluasi dan Penilaian atas Efektivitas
Penerapan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah;

Evaluasi atas Efektivitas Suatu
Program /Kegiatan;

Evaluasi Kelembagaan;

Evaluasi Kebijakan;

Evaluasi Strategi Pelaksanaan
Program/Kegiatan;



i3

)

(1)

(2)

L

k] Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah;
I}  Ewaluasi lainnya sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.
6. Monitoring/Pemantauan, antara lain:
a) Monitoring/Pemantauan Tindak Lanjut Hasil
Pengawasan Intermn;

b) Monitoring/ Pemantauan terhadap
Pelaksanaan Kebijakan;

¢] Monitoring/Pemantauan Realisasi
Penyerapan Anggaran;

d} Monhtoring/Pementavan  Capaian Kinerja
Instansi Pemerinah;

e] Monitoring/Pemantauan lainnya  sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan,

Pengawasan Intern lainnya sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b merupakan kegiatan yang tidak
memberikan penjaminan kualitas, antara lain:
a. konsultasi;
b. sosialisasi;
c. asistensi/pendampingan.
Ketentuan lebih lanjut mengenal pelaksanaan Pengawasan
Intern sebagaimana pada ayat [1), ayat (2}, dan ayat (3)
ditetapkan oleh Inspektur Daerah.

BARB Il
PERENCANAAN PENGAWASAN INTERN

Pasal &
Perencanaan Pengawasan Intern dituangkan dalam PKPT
Berbasis Risiko vang ditetapkan oleh Wali Kota Bogor.
Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan PKPT Berbasis risiko
ditetapkan oleh Inspektur Daerah.



(1

(2

(3

(1}

1)

13}
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BAB IV
PERSIAPAN PENCAWASAN INTERN

Bagian Kesatu
Pembentukan dan Susunan Tim

Paragraf 1
Pembentukan Tim

Fasal 7
Pembentukan Tim Pengawasan Intern  dilakukan
berdasarkan kebutuhan sesusi dengan bidang tugas,
kemampuan, keterampilan teknis, dan pengalaman dalam
penugasan atau kompetensi lainnya.
Inspektur Daerah dapat menggunakan tenaga ahli apabila
Auditor /PPUPD tidak mempunyai keahlian vang
diharapkan untuk melaksanakan penugasan pengawasan
intern,
Pengawasan Intern dilaksanakan oleh tim berdasarkan
Surat Perintah dari Inspektur Daerah,

Paragraf 2
Susunan Tim

Pazal B
Susunan keanggotaan Tim Pengawasan Intern sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) terdini dari:
Penanggung Jawab;
Wakil Penanggung Jawab;
Pengendali Teknis;
Ketua Tim;
Anggota Tim.
Sususan tm dapat disesumkan dengan kondis dan jenis

Pengavwasan [ntem.
Penyusunan keangeotaan ‘Tin Pengawasan  nlern

apn g8



(1)

(2)

(3

(%)

()

(6)

(7]

{8

14 =

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh
Inapektur Pembantu,

Pasal 9
Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
avat (1) huruf a dijabat oleh Inspektur Daerah.
Wakil Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat |1) huruf b dijabat oleh Inspektur Pembanty,
Dalam pelaksanaan tugas-tugas operasional Pengawasan
Intern, Wakil Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b bertenggung jawab atas
ketepatan wakiu penyelesaian hasll Pengowasan Intern dan
memberikan kevakinan terhadap kualitas mutu hasil
Pengawasan Intern.
Pengendali Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
ayat (1) huruf ¢ dijabat oleh Auditor Madva/Pengawas
Pernerintah  Madya atau  Auditor Muda/Pengawas
Pemerintah Muda yang mendapat tugas limpah ke atas.
Pengendali Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
ayat (1) huruf ¢ harus memiliki sertifikat peran pengendali
teknia (Auditor Madyva/Pengawas Pemerintah Madya) atau
paling sedikit telah mengikuti diklat penjenjangan Auditor
Madva.
Dalam pelaksanaan tugas-tugas operasional Pengawasan
Intern, Pengendali Teknis sehagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat (1) huruf ¢ bertanggung jawab terhadap teknis
dan pengendalian pelaksanian kegiatan Pengawasan
Intern.
Ketua Tim sebagaimansa dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1)
huruf d dijabat oleh Auditor Muda atau Auditor
Madya /Pertama vang mendapat tugas limpah ke bawah /ke
ates.
Ketua Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1)
huruf d harus memihki sertifikat peran ketua Tim atau
paling sedikit telah mengikuti pendidikan dan pelstihan
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penjenjangan Auditor Muda.

(9] Ketua Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1)
huruf d yang berasal dari P2UPD dijabat oleh Pengawas
Pemerintah Muda  atau Pengawas  Pemerintah
Madya/Pertama vang mendapat tugas limpah ke bawah / ke
atas. Dalam pelaksanaan tugas-tugas operasional
Pengawasan Intem.

10} Ketua Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayar (1)
hurul d bertanggung jawab terhadap teknis pemeriksaan di
lapangan.

{11) Anggota Tim scbagaimana dimaksud dalam Pasal 7 avat (1)
huruf ¢ dilabat oleh Auditor Pertamn, Auditor Penyelia,
Auditor Pelaksana Lanjutan, Auditor Pelaksana dan
Pengawas PemerintahPertama.

{12) Anggota Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1]
huruf e paling sedikit telah mengkuti Pendidikan dan
pelatihan pembentukan auditor ahli/terampil maupun
P2UPD dan jabatan fungsional Pengawasan [nterm lainnva
kecuali dalam kondisi tertentu dapat dilibatkan staf
fungsional umum,.

Bagian Keclua
Tugas dan Wewenang Personil Tim

Pasal 10
(1) Tugas dan wewenang Penanggung Jawab sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 ayat | 1) huruf a, meliputi:
a. menandatangani Sumt Perintah Pengawasan Intern;
b. melaksanakan reviu pelaksanaan Pengawasan Intern;
c. menandatangani Laporan Hasil Pengawasan [ntern;
dan
d. mempertanggunjawankan selurah kegiatan
Pengawasan [ntern.
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{¢] Tugas dan Wewenang Wakil Penanggung Jawab
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 avat (1) huruf b,

meliputi:

(3

a.
b.

).

mengusulkan dan menyiapkan susunan Tim:
menerima  penugasan Pengawasan Intern  dari
Penanggung Jawab;

membicarakan penugasan Pengawasan Intern dengan
Tim mengenai kegiatan audit, reviu, evaluasi,
monitoring ataupun kegiatan Pengawasan Intern
latrinya;

membuat perencanaan kegiatan Pengawasan Intern
baik rencana kegiatan auwdit meupun  kegistan
Pengawasan Intern lamnys;

menyelenggarakan konsultansi/diskusi dengan Tim
Pengawas Intern;

menetapkan revisi progrum Pengawasan Intern dan
koreksi pelaksanaan, apabila keadaan di lapangan
tidak memungkinkan untuk melaksanakan program
Pengawasan Intermn vang ada;

melakukan supervisi atas pelaksanaan penugasan;
melakukan evaluasi atas realisasi pelaksasan dengan
program Pengawasan Internnya;

melakukan reviu terhadap konsep, Laporan Hasil
Pengawasan Intern dan bertanggung jawab terhadap
kualitas dan mutu hasil laporan Pengawasan Intern
serta menandatangani Laporan Hasil Pengawasan
Intern sebelum diajukan kepada Penanggung Jawab;
melakukan evaluasi ketepatan waktu penyelesaian

pPenugasan,

Tugas dan wewenang Pengendali Teknis sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf ¢, meliputi:

membantu  Wakil Penanggung Jawab dalam
mempersiapkan susunan Tim Pemeriksa;

membagi tugas sesuai dengan jabatan dan kompetensi;
menerima  penugasan  Pengawasan Intern  dard
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Penanggung Jawab dalam bentuk surat perintah;
menerima  penugasan Pengawasan Intern dar
Penanggung Jawab dan membicarakan penugasan
Pengawasan Intern;

menetapkan tujuan, ruang lingkup dan sasaran
Pengawasan Intern,

membantu Wakil Penanggung Jawab membuat
Program wakiu penugasar;

membanty Wakil Penanggung Jawab membuat
anggaran Pengawasan Interm;

membanty Wakil Penanggung Jawab membuat
rencana Pengawasan Intern;

membantu  Wakil Penanggung Jawab dalam
mengkemunikasikan program Pengawasan Intern pada
Ketua Tim dan Anggota Tim;

Membantu Walkil Penanggung Jawah
menyelenggarakan konsultasi/diskusi dengan
Penanggung Jawab, Ketua Tim dan Anggota Tim serta
pihak lain yang terkait;

mengajukan usulan revisi program Pengawasan Intern
karena kendala di lapangan dan melakuksn koreksi
atas pelaksanaannya,

mengendalikan teknis pelaksanaan pengawasan intern
agar sesuai program ketja,

melakukan supervisi atas pelaksanaan penugasan;
melakukan reviu atas realisasi pelaksanaan penugasan
dengan program Pengawasan Intern yang dilakukan
Ketua Tim dan Anggota Tim;

melakukan reviu atas kertas kerja Pengawasan Intern;
melakukan reviu serta memparafl atas Laporan Hasil
Pengawasan [ntern;

melakukan evaluasi bersarna Wakil Penanggung Jawab
tentang ketepalan wakiu penyelesaian penugasan, dan
menghadiri pertemuan awal dan akhir dengan
pimpinan unit kerja yang ciawasi.




(%

(3)

o

Tugas dan wewenang Ketua Tim sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d, meliputi;

.

i
=

menerima penugasan  Pengawasan  Intern  dari
Penanggung Jawab dalam bentuk surat perintah;
menyusun program kerja Pengawasan Intern;
mengkomunikasikan program kerja Penpawasan Intern
kepada Anggota Tim;

memberikan penugasan kepada Anggota Tim;
melakukan reviu pelaksannan kegiatan Anggota Tim;
membantu Wakil Penanggung Jawab/Pengendali
Teknis menyelenggarakan konsultansi/diskusi dengan
Penanggung Jawab, Anggota Tim dan pihak lam terkait,
melaksanakan kegiatan Pengawasan Intern sesuai
program Pengawasan Intern;

melakukan reviu atas kertas kerja pengawasan Anggota
Tim;

menyusun kesimpulan hasil pegawasan;

menyusun Laporan Hasil Pengawasan Intern; dan
melakukan evaluasi bersarna Wakil Penanggung Jawab,
Pengendali Teknis tentang  ketepatan  waktu
penyelesaian penugasan.

Tugas dan wewenang Anggota Tim sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e, meliput::

menerima penugasan  Pengawasan Intern dari
Penanggung Jawab dalam bentuk surat;
melaksanakan program kerja Pengawasan Intern;
melaksanakan penugasan dar Ketua Tim;
melaksanakan kegiatan Pengawasan [ntern sesuai
dengan program Pengawasan [ntern dan angpgaran
waktu yvang disediakan;

membuat kesimpulan hasil Pengawasan [ntern; dan
membantu menyusun Laporan Hasil Pengawasan
Intern.
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(1)

(2)
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Bagian Ketiga
Pemberitahuan kepada Objek Pengawasan Intern

Pazal 11

Sebelum pelaksanaan Pengawasan Intern dimulai,
Inspektur Daerah secara formml memberitahukan secara
tertulis kepada pimpinan Perangkat Daerah atau Badan
Usaha Milik Daerah paling lambat 1 [satu) han kerja
sebelum pelaksanaan Pengawasan Intern.

Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1}
meliputi ruang lingkup Pengawasan Intem, lamanya
Pengawasan Intemn, dan keanggotasn Tim Pengawasan
Intern atau nama personil APIP yang ditunjuk untuk
melakukan kegintan Pengawasan Intern,

Bagian Keernpat
Program Kerja Pengawasan Intern

Paragraf 1

Limum

Pasal 12
Program Kerja Pengawasan Intem dirumuskan dan disusun
oleh tm berdasarkan kewenangannya masing-masing
untuk menjamin bahwa tujuan Pengawasan Intern tercapai
secara berkualitas, ekonomis, efisien dan efektif.
Dalam merencanakan Pengawssan Intern, tim menetapkan
tujuan, sasaran, ruang lingkup, metodologi, dan alokasi
sumber daya.
Program Kerja Pengawasan Intern merupakan rancangan
prosedur dan teknik Pengawasan Interm yang disusun
secara sistematis yang harus ditlouti /| dilaksanakan oleh ttm
dalam kegiatan Pengawasan Intern untuk mencapai tujuan
Pengawasan Intern,
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Paragraf 2
Manfaat Program Kerja Pengawasan [ntern

Pasal 13

Manfaat Program Kerja Pengawasan Intern sebagai berikut:

a. sarana komunikasi antara Tim Pengawasan Intern atau
personil APIP vang ditunjuk untuk melakukan kegiatan
Pengawasan Intern dengan instansi;

b. sarana pemberian tugas kepada Tim Pengawasan Intern
ataty personil APIF yang ditunjuk untuk melakukan
kegiatan Pengawasan Intern;

€. sarana Pengawasan intern peleksanaan Pengawasan Intern
secara berjenjang;

d. ‘sebagai sarana tolok ukur/kendali teknis Pengawasan
Intern;

€. pedoman kerja/pegangan bagi Tim Pengawasan Intern atau
personil APIP yang ditunjuk untuk melakukan kegiatan
Pengawasan Intern;

. landasan wuntuk menyusun fkhtisar/ringkasan hasil
Pengawasan Intern.

Paragrafl 3
Sistematika Program Kerja Pengawasan Intern

Pasal 14
(1) Sistematika Program Kerja Pengawasan Intern terdiri dari:
pendahuluan;
tujuan Pengawasan Intern;
ruang lingkup;
langkah-langkah kerja Pengawasan Intern;
waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan
prosedur dan teknik Pengrawasan [ntern;
{. mnomor Kertas Kerja Pengawasan Intern;
(2] Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufa
memuat informasi mengenal program/kegiatan /tugas dan

-V -



(3)

(4)

(5]

(6)

(7}

(8)

()

o)

e
fungsi instansi secara singkat.
Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
berguna sebagai latar belakang hagi Tim Pengawasan Intern
atau personil APIP yang ditunjuk untuk melakukan
kegintan Pengawasan Intern;
Tujuan Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b merupakan sasaman yang ingin dicapai dari
Pengawasan Interm yang telah diidentifikasi mengandung
kelemahan dan yvang memeriukan perbaikan
Tujusn Pengawasan intern schagnimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b haris jelas, sehingga dapat menjadi
pedoman bagl Tim Pengawasan Intern atau personil APLP
yang ditunjuk untuk melakukan kegiatan Pengawasan
Intern untuk dikembangkan;
Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
¢ merupakan batas-batasan dari pelaksanasn Pengawasan
Intern;
Langkah-langkah kerja Pengawasan Intern sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan perintah kerja
kepada Tim Pengawasan Interm atau personil APIP yang
ditunjuk untuk melakukan kegiatan Pengawasan Intern.
Langkah-langkah kerja Pengawasan Intern sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) hurufd yangditulis dengan kalimat
perintah dengan menerapkan prosedur dan teknik-teknik
Pengawasan Interm.
Langkah-langkah kerja Pengawasan Intern sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan perintah kerja
vang ditujukan kepada dan/atau Tim Pengawasan Intern
atau personil APIP yang ditunjuk untuk melakukan

kegiatan Pengawasan Intern dan sarana pembagian tugas
bagi Tim Pengawasan Intern atau APIP yang ditunjuk untuk

melakukan kegiatan Pengawasan Intern.

Apabila seorsmg Angpota Tim Pengawasan iniem vang
ditugaskan tidak mampu untuk melaksanakan Langkah-
lamgkah kerja Pengawasan [ntern, maka vang bersanghoo ten
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(12)

(1

N B

harus melaporkannya kepada Ketua Tim, sehingga tugas
yang bersangkutan dapat dialihkan kepada Anggota Tim
lainnya, demikian pula terhadap personil APIP yang
ditunjuk untuk melakukan kegiatan Pengawasan Intemn,
apabila yang bersangkutan tidak mampu untuk
melaksanakannya, maka yang bersangkutian harus
melaporkannya kepada Inspektur Daerah atau pemberi
Tugas;

Waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan prosedur dan
teknik Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf d disesuaikan dengan tingkat kesulitan
untuk mendapatkan bukii Pengawasan Ilatern dan
banyaknya jumlah bukti vang diperlukan.

nomor Kertan Kerja Pengawasan Intern sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d digunakan untuk
memudahkan penelusuran pelaksanaan Program Kerja
Pengawasan Intern terhadap bukti Pengawasan Intern vang
diperoleh.

BAB V
FELAKSANAAN PENGAWASAN INTERN

Pasal 15

Dalam melaksanakan pengawmsan intern, APIP dapat:

a. meminta dokumen yang diperlukan kepada pejabat dan
pihak lain wyang berknitan dengan pelaksanaan
pENgAWASAN ntern;

b. mengakses keperluan data, dokumen dan jenis barang
yang berada dalam kendsli atau penguasaan instansi
yang dilaksanakan pengawasan intermn;

c. meminta keterangan kepada seseorang atau lebih vang
berkaitan dengan pelaksanaan tugaspengawasan
intem; dan

d. memotret, merekam, mengukur dan/atau mengambil
sampel sehagai alat bantu pengawasan intern.
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e. melakukan komunikasi dan koordinasi dengan
pegawai/pihak/instansi  baik internal maupun
eksternal yang terkait den gan pengawasan intern.

Setiap Obyek Pengawasan Intern yang dilakukan
pengawasan intern harus menyerahkan dokumen, data,
memberi  keterangan yang diperlukan  dan/atau
membolehkan pemeriksa untuk memotret, merekam,
mengukur atau mengambil sampel untuk kelancaran
pemeriksaan.

Obyek Pengawasan [ntern yang tidak memberikan dokumen,

data, akses dituangkan dalam Berita Acara Keberatan

Penyerahen Dalam Pemerikeasn.

Apabila dalam pemeriksaan ditemukan indikasi unsur

pidana, Inspektur Daerah secara khusus melaporkan

temuan tersebut kepada Wali Kota untuk mendapatkan
arahan lebih lanjut.

BAB V]
PELAPORAN

Bagian Kesatu

Umum

Paaal 16
Setelah melaksanakan tugas pengawasan, APIP wajib
membuat laporan hasil pengawasan.
Laporan Hasil Pengawasan Intern dapat berupa laporan
hasil audit, laporan hasil reviu, laporan hasil evaluasi,
laporan hasil monitoring /pemantauan atau laporan hasil
pengewasan intern lainnya.

Pasal 17
Laporan Hasdl Pengarwasan Intern disusun dalam bentulo
a. buku yang terdin dari beberapa bah; atau

b.  surat
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Laporan Hasil Pengawasan Intermn dalam bentuk buku vang
terdiri dari beberapa bab sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) hurul a digunakan dalam hal informasi vang disajikan
cukup banyvak, sehingga dikehendaki penataan yang lebih
sistematis;

Laporan Hasil Pengawasan Intern dalam bentuk bab
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan
dalam hal:

a. informasi vang disajikan relatif singkat;

b. informasi harus disampaikan dengan segera.
Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk Pelaksanaan
Pelaporan Hasil Pengawasan Intern  ditetapkan oleh
Inspektur Daerah

Bagian Kedum
Distribusi La poran

Pasal 18

Laporan Hasil Pengawasan Intem disusun sebanyak 5 (lima)

rangkap asli dan diserahkan oleh Inapektur Daesrah kepada:

2. 1 (satu) rangkap asli untuk Wali Kota;

b. 1 (satu) rangkap asli untuk Perangkat Daerah/Badan
Usaha Milik Daerah vang menjadi objek Pengawasan
Intern;

c. 2 (dua) rangkap asli untuk Tim Pengawasan Intern; dan

d, 1 (satu) rangkap asi untuk Sekretariat Inspektorat
Daerah.

Laporan Hasil Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dapat diserahkan kepada pihak-pihak lain

yang diperkenankan oleh keterituan peraturan perundang-
undangan dengan persetujuan Pimpinan APIP dan/atau

Wali Kota.
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BAB VIl
TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN INTERN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 19
Laporan hasil Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 18 harus ditindaklanjuti oleh Perangkat
Daerah/Badan Usaha Milik Daerah yang meniadi objek
Pengawasan Intern sesuai dengan rekomendasi.
Laporan Hasll Pengawasan Intem yang  disampaikan
kepada Perangkat Daerah /Badan Usaha Milik Daerah yang
menjadi objek Pengawasan Intern harus ditindaklanjuti
paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak Laporan
Hasil Pengawasan Intermn diterimma.
Inspektorat Daerah berkewajiban  untuk memantau
pelaksanaan tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada
ayvat [2) dengan memastikan semua rekomendasi telah
dilaksanakan secara tepat, tuntas, dan efektif.
Untuk memudahkan pemantavan tindak lanjut
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Inspektorat Daerah
harus mengadministrasikan dengan tertib seluruh kegtatan
tindak lanjut hasil Pengawasan Intern.
Perangkat Daerah/Badan Usaha Milik Daerah yang tidak
menindaklanjuti rekomendasi hasil Pengawasan Intern
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan
sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Substansi Tindak Lanjut

Pasal 20

Inspektorat Dacrah melakukan pemantauan terhadap
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tindak lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.

(2] Ketentuan pemantauan terhadap lanjut sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:

pimpinan instansi untuk menyusun pernyataan
tertulis mengenai tindakan yang telah diambil atas
rekomendasi yang telah diajukan Tim Pengawasan
Intern yang ditunjuk untuk melakukan kegiatan
Pengawasan lntermn,

salinin pernyataan tertulis sebagaimana dimaksud
pada huruf a harus disampaikan kepada Inspekiur
Daerah sehagail bahan pertimbangan untuk mengambil
tindakan selanjuimya, misalnya perlu  dilakukan
kegiatan Pengawasan Intern lelsh lanjut  atau
melakukan pembahasan dengan instansi untuk
menegaskan atau meminta penjelasan  tentang
tanggapan yang diungkapkan dalam pernyataan
teraebut,

Tim Pengawasan Intern vyang ditunjuk untuk
melakukan kegiatan Pengawasan Intern harus
mengungkapkan rekomendasi atas  temuan
Pengawasan Intern sebelumnya yang belum
ditindaklanjuti dalam Laporan Hasil Pengawasan
Intern dalam rangka pemantauan tindak lanjut;
apabila kondisi yang telah dilaporkan sebelumnya
masih berlanjut karena instansi tidak mengambil
tindakan vang diperlukan, maka harus ditegaskan
kembali dalam rekomendisi yvang dikemukakan dalam
Laporan Hasil Pemeriksasn yang disampaikan;
apabila diperlukan, Tim Pengawasan Intern yang
ditunjuk untuk melakukan kegiatan Pengawasan
Intern dapat menempatkan suatu bagian tersendir
dalam Laporan Hasil Pengawasan Intern yaitu bagian
yang menguraikan kembali rekomendast terdahulu
yvang belum ditindaklanjuti.
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Temuan-temuan Pengawasan Intern vang sangat penting
dan berpotensi bersinggungan dengan permasalahan
hukum, maka Perangkat Daerah/Badan Usaha Milik
Daerah harus melaksanakan tindak lanjut secepat mungkin
dan Inspektorat Daerah harus terus menerus memantau
tindak lanjut yang dilaksanskan oleh instansi tersebut
karena kemungkinan temuan tersebut berdampak sangat
besar, T

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Tindak Lanjut

Pasal 21

Petunjuk Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasall Pengawasan Intern
ditetapkan oleh Inspektur Daerah.

(1

(2)

(1

{2)

Bagian Keempat
Pemantavan dan Pemutakhiran

Pasal 22
Inspektur Daerah melakukan pemantauan  dan
pemutakhiran atas pelaksanaan tndak lanjut hasil
Pengawasan Intern.
Pelaksanaan pemantauan dan pemutakhiran sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Tindak
Lanjut Hasil Pengawasan Intern.

Pasal 23
Pemantauan dan pemutakhinan atas pelaksansan tindak
lanjut hasil Pengawasan intern dilakukan paling sedikit 4
fempat) kali dalam 1 {satu] tahun.
Petunjuk Pelaksanaan Pelaporan hasil pemantauan dan
pemutakhiran atas pelaksansan tindak  lanjut  hasil
Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1]
ditetapkan oleh Inspektur Dasrah.
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BAB VIII
KENDALI MUTU PENGAWASAN INTERN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 24
Kendali Mutu Perjgei#i¥iian Intern merupakan prosedur yang
digunakan untuk mggmastikan bahwa APIP dan Auditor
telah memenuhi kewsjiban profesionalnys kepada auditi
maupun pihak lainnya.
Supervist berjenjang dilakukan oleh Ketua Tim, Pengendali
‘I‘I:Im'i:!; Pengendali Mutu, dan Penanggung Jawab pada
setiap tahapan pengawasan intern.
Hasil kendali mutu didokumentasikan dan
diadministrasikan secara tertib» dan benar.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 24
Maksud dari Kendali Mutu Perigawasan Intern yaitu uniuk
menjamin mutu Pengawasan Intermn dapat berjalan dengan
efisien dan efektif.
Tujuan darl Kendali Mutu Pengawasan Intern yaitu untuk
memastikan bahwa Pengawassn Intern vang dilaksanakan
oleh APIP sesuai dengan kode etik dan standar audit.

BAB IX
STANDAR DAN KODE ETIK FENGAWASAN INTERN

Pasaal 15
APIP dalam melaksanakan Pengawasan Intermn intern wajib
mematubi Standar Pengawasan Interm dan Kode Etik
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Pengawasan Intern sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Standar Pengawasan Intern dan Kode Etik Pengawasan
Intéern berpedoman kepada Standar dan  Kode yang
dikeluarkan oleh Asocsiasi Audit Intern Pemerintah
Indonesia atau ketentuan lain vang berlaku.

Apabila Perangkat Daerah/Badan Usaha Milk Daerah telah
dilakukan Pemerfidli®h oleh Badan Pemeriksa Keoangan
Republik Indonesiy, [engawasan Intern oleh Aparatur
Pengawasan [ntern Pemerintah, Aparstur Pengawasan
Internal lainnya, maupun Aparat Pepegak Hukum, maka
APIP tidak melakukan Pengawasan Intern terhadap objek
vang sama, kecuali atas permintaan Wal Kota.

BAB X
TELAAH SEJAWAT

Pazsal 26

Pimpinan APIP dan APIP melakukan penjaminan mutu dan

peningkatan program secare periodik terkait dengan

kegiatan Pengawasan Intern yang dilakukan guna
memastikan kesesuaian penugasan Pengawasan Intern
dengan standar yang ditetapkan.

Penjaminan mutu dan peningkatan program sebagimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara sehagai

berikut:

a. reviu berjenjang oleh Ketua Tim, Pengendali Teknis,
Pengendali Mutu, dan Peranggung Jawab;

b, melalui telanh sejawat antara lain dengan
menyerahkan dokumen hasil Pengawasan Intern dari
tim satu kepada tim yang lainnya atau melakukan
telash scjawat dengan APIP Daerah lain,

Tata cara telaah sejawat sebagaimana dimaksud pada

ayat {2} huruf a dan hurul b berpedoman pada pedoman
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vang dikeluarkan oleh Asosiasi Audit Interm Pemerintah
Indonesia atau ketentuan lain yang berlaku.

BAB Xl
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

(1] Semun peraturan wﬂnmm dari Peraturan Wali Kota
Bogor Namor 94 Tahun 2016 tentang Pedoman Operasional
Pemeriksaan (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2016
Nomor 94) tetap berlelon sepanjang tidak bertentangan
dengan Peraturan Wali Kota ini, dan wajib disesuaikan
paling lama 6 [enam) bulan sejak Peraturan Wali Kota ini
ditetapkan.

(2] Petunjuk pelaksanaan dari Peraturan Wali Kota ini
ditetapkan dengan paling lambat 1 (satu) tahun sejak
Peraturan Wali Kota ini diundanghkan.

BAB Xl
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28
Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali
Kota Bogor Nomor 94 Tahun 2016 tentang Pedoman Operasional
Pemeriksaan (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2016 Nomor
94) dicabut dan dinvatakan tidak berlaku,




Ly g

Pasal 2%
Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetaphan.
Agar setiap orang mengetnhuinya, — memenntahkan
pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannys
dalam Berita Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 31 Desesber 2021

Diundangkan di Bogor
pada tanggal 3] Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

SYARIFAH SOFIAH DWIKORAWATI

BERITA DAERAH KOTA BOGOR TAHUN 2021 NOMOR 189




KOTA BOGOR §§

INSPEKTORAT DAERAH KOTA BOGOR

JLN. PAJAJARAN NO. 035
KEC. BOGOR TIMUR
KOTA BOGOR

TELP. (0251) 8313274
FAX. (0251) 8313229
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